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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum, 

 

Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Modul ini dirancang 
untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dasar dan penerapan 
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Secara khusus pada dinamika 
Pancasila pada era orde baru dibahas terkait penerapan Pancasila melalui 
pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila, pancasila dan stabilitas 
politik dan kritik terhadap penerapan Pancasila di era orde baru. Selanjutnya 
pada dinamika Pancasila pada era reformasi dibahas terkait lahirnya era 
reformasi dan kembalinya semangat Pancasila, Pancasila dan demokratisasi, 
Pancasila dan HAM serta Pancasila dan tantangan radikalisme dan terorisme. 
 

Akhir kata, Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini untuk 
berbagi pengetahuan dan pengalaman. Semoga buku ini memberi kontribusi 
yang berarti bagi perjalanan pembelajaran dan pencapaian Anda dalam 
memahami dan menerapkan Pancasila. 
 
Selamat membaca! 
 
 
Hormat Saya, 
 
Fadhlul Mubarak 
 
 
 
 
  



 

iii 

 

DAFTAR ISI 
 
KATA PENGANTAR ................................................................................. ii  
 
DAFTAR ISI  .............................................................................................. iii  
 
BAB 1 DINAMIKA PANCASILA PADA ERA ORDE BARU  ............... 1 
1.1 Tujuan Pembelajaran  ........................................................................ 1 
1.2 Penerapan Pancasila melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 

Pancasila (P4)  .................................................................................... 2 
1.3 Pancasila dan Stabilitas Politik  ....................................................... 11 
1.4 Kritik Terhadap Penerapan Pancasila di Era Orde Baru  .............. 20 
 
BAB 2 DINAMIKA PANCASILA PADA ERA REFORMASI .............. 30 
2.1 Tujuan Pembelajaran  ...................................................................... 30 
2.2 Lahirnya Era Reformasi dan Kembalinya Semangat Pancasila  ..... 31 
2.3 Pancasila dan Demokratisasi  .......................................................... 41 
2.4 Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM)  ..................................... 49 
2.5 Pancasila dan Tantangan Radikalisme dan Terorisme  ................. 59 
 
REFERENSI  ............................................................................................. 71 
 
BIOGRAFI PENULIS  .............................................................................. 73  
  



 

1 

 

BAB 1 
DINAMIKA PANCASILA PADA ERA ORDE BARU 

 
D Tujuan Pembelajaran 

Bab dinamika pancasila pada era orde baru ini terdiri dari 3 
subbab materi diantaranya penerapan pancasila melalui pedoman 
penghayatan dan pengamalan pancasila (P4), pancasila dan stabilitas 
politik, serta kritik terhadap penerapan pancasila di era orde baru. 
Masing-masing subbab tersebut memiliki tujuan pembelajaran 
diantara: 

E Penerapan Pancasila melalui Pedoman 
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) 

a. Memahami konsep dan tujuan dari Pedoman Penghayatan 
dan Pengamalan Pancasila (P4). 

b. Mengidentifikasi program-program yang diterapkan dalam 
rangka penghayatan dan pengamalan Pancasila pada era Orde 
Baru. 

c. Mempelajari contoh-contoh implementasi P4 dalam 
kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, masyarakat, maupun 
instansi pemerintahan. 

d. Mengevaluasi efektivitas penerapan P4 dalam membentuk 
sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

2.  Pancasila dan Stabilitas Politik 
a. Memahami peran Pancasila sebagai dasar untuk menciptakan 

stabilitas politik di Indonesia. 
b. Menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan 

untuk menjaga stabilitas politik dengan berlandaskan 
Pancasila. 

c. Mempelajari kasus-kasus sejarah di mana Pancasila digunakan 
sebagai alat untuk mengatasi konflik politik dan sosial. 

d. Mengembangkan perspektif kritis terhadap hubungan antara 
penerapan Pancasila dan stabilitas politik, serta dampak positif 
dan negatif yang ditimbulkannya. 



 

2 

 

3.  Kritik Terhadap Penerapan Pancasila di Era Orde Baru 
a. Memahami berbagai kritik yang diajukan terhadap penerapan 

Pancasila pada era Orde Baru. 
b. Menganalisis sumber-sumber kritik, baik dari dalam negeri 

maupun luar negeri, serta alasan-alasan di balik kritik tersebut. 
c. Mempelajari contoh-contoh konkret di mana penerapan 

Pancasila dianggap tidak konsisten atau digunakan untuk 
tujuan-tujuan tertentu yang kontroversial. 

d. Mengembangkan penilaian sendiri mengenai validitas kritik-
kritik tersebut dan bagaimana kritik-kritik tersebut dapat 
digunakan untuk memperbaiki penerapan Pancasila di masa 
mendatang. 

 
1.2 Penerapan Pancasila melalui Pedoman Penghayatan dan 

Pengamalan Pancasila (P4) 

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) 
merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh pemerintah 
Orde Baru pada tahun 1978 dengan tujuan untuk menanamkan 
nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat Indonesia. P4 memuat 36 
butir pengamalan Pancasila yang diharapkan dapat menjadi 
pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

Latar Belakang Munculnya P4, diantaranya: 
1. Kemajemukan Bangsa: Indonesia merupakan negara yang 

majemuk dengan berbagai suku, agama, dan budaya. Hal ini 
membutuhkan panduan yang jelas untuk mempersatukan bangsa 
di bawah Pancasila. 

2. Dinamika Politik: Masa Orde Baru diwarnai dengan gejolak 
politik dan ideologi. P4 diharapkan dapat memperkuat ideologi 
Pancasila dan mencegah berkembangnya ideologi lain yang 
bertentangan dengan Pancasila. 

3. Kurangnya Pemahaman Masyarakat: Dirasa masih banyak 
masyarakat yang belum memahami secara mendalam makna dan 
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nilai-nilai Pancasila. P4 diharapkan dapat meningkatkan 
pemahaman masyarakat terhadap Pancasila. 

Tujuan P4, diantaranya: 
1. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pancasila: P4 

diharapkan dapat membantu masyarakat memahami nilai-nilai 
Pancasila secara lebih mendalam dan komprehensif. 

2. Meningkatkan Pengamalan Pancasila dalam Kehidupan Sehari-
hari: P4 diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk 
menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, 
baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 

3. Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa: P4 diharapkan 
dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan 
menanamkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan semangat 
gotong royong di kalangan masyarakat. 

P4 memuat 36 butir pengamalan Pancasila yang 
dikelompokkan menjadi 5 bidang kehidupan, yaitu: 
1. Bidang Kehidupan Berketuhanan Yang Maha Esa: Mengandung 

nilai-nilai tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-
masing, serta saling menghormati antarumat beragama. 

2. Bidang Kehidupan Berkemanusiaan yang Adil dan Beradab: 
Mengandung nilai-nilai tentang penghargaan terhadap harkat 
dan martabat manusia, penghormatan terhadap hak asasi 
manusia, serta semangat untuk saling membantu dan tolong 
menolong. 

3. Bidang Kehidupan Persatuan Indonesia: Mengandung nilai-nilai 
tentang rasa cinta tanah air, nasionalisme, semangat gotong 
royong, dan persatuan bangsa. 

4. Bidang Kehidupan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah 
Kebijaksanaan dalam Musyawarah/Perwakilan: Mengandung 
nilai-nilai tentang demokrasi Pancasila, musyawarah mufakat, 
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dan pengambilan keputusan yang berlandaskan kebijaksanaan 
dan kepentingan bersama. 

5. Bidang Kehidupan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat 
Indonesia: Mengandung nilai-nilai tentang keadilan sosial, 
pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. 

P4 diterapkan melalui berbagai cara, seperti: 
1. Pendidikan Formal: P4 dimasukkan ke dalam kurikulum 

pendidikan di sekolah-sekolah. 
2. Pendidikan Informal: P4 disosialisasikan melalui berbagai 

kegiatan penyuluhan, seminar, dan pelatihan. 
3. Kehidupan Bermasyarakat: P4 diharapkan menjadi acuan bagi 

masyarakat dalam berperilaku dan berinteraksi dalam kehidupan 
sehari-hari. 

P4 memiliki dampak positif dalam meningkatkan pemahaman 
masyarakat terhadap Pancasila. Namun, P4 juga mendapatkan kritik 
karena dianggap sebagai alat indoktrinasi dan propaganda politik 
Orde Baru.  

Evaluasi 

1.  Apa tujuan utama dari diadakannya program Pedoman 
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)?   
A. Meningkatkan kesadaran akan ideologi komunis   
B. Menggalang dukungan untuk partai politik tertentu   
C. Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-

hari   
D. Meningkatkan pendapatan ekonomi 

Pembahasan: Jawaban C. Program Pedoman Penghayatan dan 
Pengamalan Pancasila (P4) diperkenalkan pada era Orde Baru 
dengan tujuan utama menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Program ini bertujuan 
agar setiap warga negara dapat memahami, menghayati, dan 
mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, 
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baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara. P4 
dirancang untuk memperkuat rasa nasionalisme dan memperkokoh 
persatuan bangsa. Melalui berbagai kegiatan seperti penataran, 
diskusi, dan ceramah, diharapkan masyarakat dapat lebih mengerti 
makna dari setiap sila dalam Pancasila dan bagaimana 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Program ini 
merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa Pancasila 
tidak hanya menjadi simbol negara, tetapi juga menjadi landasan 
moral dan etika bagi seluruh rakyat Indonesia. 

2. Bagaimana metode yang digunakan dalam program P4 untuk 
menyampaikan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat?   
A. Seminar dan ceramah akademik   
B. Diskusi kelompok terarah dan penataran   
C. Pengajaran langsung oleh militer   
D. Kampanye melalui media sosial 

Pembahasan: Jawaban B. Program P4 menggunakan metode diskusi 
kelompok terarah dan penataran sebagai cara untuk menyampaikan 
nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Diskusi kelompok terarah 
melibatkan peserta dalam kelompok kecil yang didampingi oleh 
seorang fasilitator untuk membahas dan mendalami materi tentang 
Pancasila. Penataran dilakukan dengan memberikan penjelasan dan 
pemahaman mendalam tentang Pancasila serta bagaimana nilai-
nilainya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini 
dipilih karena memungkinkan interaksi langsung antara peserta dan 
fasilitator, sehingga proses pemahaman dan penghayatan nilai-nilai 
Pancasila dapat berlangsung lebih efektif. Peserta didorong untuk 
aktif berdiskusi, berbagi pengalaman, dan bertanya, sehingga mereka 
tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat 
dalam proses pembelajaran yang dinamis. Dengan demikian, nilai-
nilai Pancasila diharapkan dapat lebih meresap dalam benak dan 
perilaku masyarakat. 
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3.  Apa salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program 
P4?   
A. Kurangnya dukungan dari pemerintah pusat   
B. Ketidaktertarikan masyarakat terhadap ideologi negara   
C. Keterbatasan akses informasi   
D. Penolakan dari partai politik tertentu 

Pembahasan: Jawaban B. Salah satu tantangan utama dalam 
pelaksanaan program P4 adalah ketidaktertarikan masyarakat 
terhadap ideologi negara. Meskipun Pancasila merupakan dasar 
negara dan ideologi bangsa Indonesia, pada praktiknya tidak semua 
lapisan masyarakat memiliki minat yang tinggi untuk mendalami 
dan mengamalkan nilai-nilainya. Hal ini disebabkan oleh berbagai 
faktor, termasuk kejenuhan masyarakat terhadap program-program 
yang bersifat doktrinasi dan keterbatasan pemahaman tentang 
pentingnya Pancasila. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah 
dan pelaksana program P4 perlu mencari cara-cara yang lebih 
menarik dan relevan bagi masyarakat. Misalnya, melalui pendekatan 
yang lebih interaktif dan partisipatif, serta mengaitkan nilai-nilai 
Pancasila dengan isu-isu aktual yang dihadapi masyarakat. Dengan 
demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih terlibat dan 
merasakan manfaat langsung dari penerapan nilai-nilai Pancasila 
dalam kehidupan sehari-hari. 

4.  Siapa yang berperan penting dalam mengkoordinasikan 
pelaksanaan program P4 di Indonesia?   
A. Menteri Keuangan   
B. Presiden   
C. Badan Pembinaan Pendidikan dan Pelaksanaan Pedoman 

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7)   
D. Kepala Staf Angkatan Darat 

Pembahasan: Jawaban C. Badan Pembinaan Pendidikan dan 
Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 
(BP7) berperan penting dalam mengkoordinasikan pelaksanaan 
program P4 di Indonesia. BP7 dibentuk oleh pemerintah Orde Baru 
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dengan tugas utama untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila 
dapat dihayati dan diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat 
melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pembinaan. BP7 
bertanggung jawab dalam menyusun materi penataran, melatih para 
fasilitator, serta mengatur jadwal dan pelaksanaan kegiatan 
penataran di seluruh Indonesia. Selain itu, BP7 juga melakukan 
evaluasi terhadap efektivitas program P4 dan memberikan 
rekomendasi untuk perbaikan. Dengan adanya BP7, pemerintah 
berharap bahwa program P4 dapat berjalan secara terstruktur dan 
terkoordinasi dengan baik, sehingga tujuan untuk menanamkan 
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dapat tercapai. 

5.  Apa dampak positif dari pelaksanaan program P4 bagi 
masyarakat Indonesia?   
A. Meningkatnya investasi asing   
B. Terbentuknya sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila   
C. Penurunan angka kelahiran   
D. Peningkatan jumlah wisatawan 

Pembahasan: Jawaban B. Pelaksanaan program P4 memiliki dampak 
positif bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam hal terbentuknya 
sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui 
kegiatan penataran dan diskusi yang intensif, masyarakat didorong 
untuk memahami dan menghayati setiap sila dalam Pancasila. Hal 
ini diharapkan dapat mempengaruhi cara pandang, sikap, dan 
perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks 
pribadi, sosial, maupun bernegara. Dengan terinternalisasinya nilai-
nilai Pancasila, masyarakat menjadi lebih toleran, menghargai 
perbedaan, dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai 
mufakat. Prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang 
adil dan beradab, serta persatuan Indonesia menjadi landasan dalam 
interaksi dan keputusan-keputusan yang diambil. Dampak positif ini 
penting untuk membangun masyarakat yang harmonis, damai, dan 
sejahtera, sesuai dengan cita-cita yang diamanatkan oleh Pancasila. 
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6.  Apa saja materi pokok yang disampaikan dalam program P4? 
A. Teori ekonomi dan kebijakan fiskal 
B. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia 
C. Nilai-nilai Pancasila dan implementasinya 
D. Teknologi informasi dan komunikasi 

Pembahasan: Jawaban C. Materi pokok yang disampaikan dalam 
program P4 adalah nilai-nilai Pancasila dan implementasinya dalam 
kehidupan sehari-hari. Program P4 bertujuan untuk memberikan 
pemahaman yang mendalam tentang setiap sila dalam Pancasila, 
bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam berbagai 
aspek kehidupan, dan pentingnya menjaga keselarasan antara nilai-
nilai Pancasila dengan tindakan nyata. Melalui penataran P4, peserta 
didorong untuk menghayati nilai-nilai seperti ketuhanan, 
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Diskusi 
dan kegiatan interaktif lainnya membantu peserta memahami 
bagaimana nilai-nilai ini relevan dengan tantangan dan peluang yang 
dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Dengan pemahaman yang 
mendalam, diharapkan setiap individu dapat menjadi agen 
perubahan yang mempromosikan dan mengamalkan Pancasila 
dalam kehidupannya. 

7.  Apa peran penting dari penatar dalam program P4? 
A. Menyusun anggaran negara 
B. Mengarahkan peserta untuk memahami dan mengamalkan 

nilai-nilai Pancasila 
C. Menyusun kebijakan luar negeri 
D. Mengembangkan teknologi militer 

Pembahasan: Jawaban B. Penatar dalam program P4 memiliki peran 
penting sebagai fasilitator yang mengarahkan peserta untuk 
memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Penatar bertugas 
menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan interaktif, 
memfasilitasi diskusi kelompok, serta memberikan contoh konkret 
tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain 
itu, penatar juga berperan dalam memotivasi peserta untuk 
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menghayati nilai-nilai Pancasila dan menjadikannya sebagai 
pedoman dalam berperilaku. Dengan keterlibatan penatar yang 
kompeten dan berdedikasi, diharapkan program P4 dapat mencapai 
tujuannya untuk memperkuat rasa kebangsaan dan meningkatkan 
pemahaman masyarakat tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar 
negara dan ideologi bangsa. 

8.  Bagaimana evaluasi efektivitas program P4 dilakukan? 
A. Melalui survei kepuasan peserta 
B. Dengan mengamati perkembangan ekonomi nasional 
C. Menggunakan data statistik dari Badan Pusat Statistik 
D. Melalui laporan dari penatar dan umpan balik dari peserta 

Pembahasan: Jawaban D. Evaluasi efektivitas program P4 dilakukan 
melalui laporan dari penatar dan umpan balik dari peserta. Laporan 
dari penatar mencakup penilaian terhadap keaktifan dan partisipasi 
peserta dalam kegiatan, pemahaman peserta terhadap materi yang 
disampaikan, dan perubahan sikap serta perilaku yang diamati 
selama penataran. Umpan balik dari peserta juga sangat penting 
dalam evaluasi ini. Peserta diminta memberikan tanggapan 
mengenai kesesuaian materi, metode penyampaian, dan manfaat 
yang dirasakan dari program P4. Dengan menggabungkan laporan 
dari penatar dan umpan balik dari peserta, penyelenggara program 
dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang efektivitas 
program P4 dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk 
penyelenggaraan di masa mendatang. 

9.  Apa dampak negatif yang mungkin timbul jika program P4 
tidak dijalankan dengan baik? 
A. Meningkatnya jumlah penduduk 
B. Terjadinya disintegrasi bangsa 
C. Penurunan harga minyak dunia 
D. Menurunnya ekspor produk pertanian 

Pembahasan: Jawaban B. Jika program P4 tidak dijalankan dengan 
baik, salah satu dampak negatif yang mungkin timbul adalah 
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terjadinya disintegrasi bangsa. Program P4 bertujuan untuk 
memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, yang 
merupakan dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ketika 
masyarakat tidak memahami dan mengamalkan nilai-nilai ini, 
perbedaan pandangan dan kepentingan dapat memperuncing 
konflik dan menimbulkan perpecahan. Tanpa penanaman nilai-nilai 
Pancasila yang kuat, semangat kebangsaan dan rasa persatuan dapat 
melemah. Hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya sentimen 
kedaerahan, suku, dan golongan, yang pada akhirnya mengancam 
integritas dan stabilitas negara. Oleh karena itu, keberhasilan 
program P4 sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan 
bangsa Indonesia sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam 
Pancasila. 

10.  Apa yang menjadi indikator keberhasilan program P4? 
A. Meningkatnya jumlah sekolah di pedesaan 
B. Penurunan angka kemiskinan 
C. Terwujudnya perilaku masyarakat yang mencerminkan nilai-

nilai Pancasila 
D. Peningkatan investasi asing di sektor pertanian 

Pembahasan: Jawaban C. Indikator keberhasilan program P4 adalah 
terwujudnya perilaku masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai 
Pancasila. Program P4 bertujuan untuk menanamkan dan 
mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 
Keberhasilan program ini dapat dilihat dari perubahan sikap dan 
perilaku masyarakat yang lebih toleran, adil, dan menghargai 
keberagaman, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan 
persatuan. Selain itu, indikator keberhasilan lainnya termasuk 
peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan politik 
yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, serta adanya 
kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya musyawarah untuk 
mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Dengan 
demikian, program P4 dapat dikatakan berhasil apabila nilai-nilai 
Pancasila benar-benar dihayati dan diamalkan oleh seluruh lapisan 
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masyarakat, sehingga tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara 
yang harmonis dan berkeadilan. 
 

1.3 Pancasila dan Stabilitas Politik 

Hubungan antara Pancasila dan stabilitas politik pada masa 
Orde Baru (1966-1998) merupakan sebuah topik yang kompleks dan 
multidimensi. Di satu sisi, Pancasila dijadikan sebagai landasan 
ideologis untuk membangun stabilitas politik dan konsolidasi 
kekuasaan. Di sisi lain, Pancasila juga mengalami kontestasi dan 
instrumentalisasi untuk kepentingan politik tertentu. 

Pemanfaatan Pancasila untuk Stabilitas Politik, diantaranya: 
1. Landasan Ideologi: Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan 

ideologi resmi yang diharapkan dapat mempersatukan bangsa 
setelah pergolakan politik yang terjadi pada masa Orde Lama. 

2. Pencitraan Politik: Pemerintah Orde Baru menggunakan 
Pancasila untuk membangun citra sebagai pemerintahan yang sah 
dan berwibawa, serta berkomitmen untuk mewujudkan nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

3. Legitimasi Kekuasaan: Pancasila digunakan sebagai justifikasi 
untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan sentralisasi 
kekuasaan di tangan Soeharto. 

Kontestasi dan Instrumentalisasi Pancasila, diantaranya: 
1. Penafsiran Tunggal: Penafsiran Pancasila oleh pemerintah Orde 

Baru cenderung tunggal dan sempit, mengutamakan nilai-nilai 
stabilitas dan ketertiban daripada demokrasi dan keadilan sosial. 

2. Pembatasan Kebebasan Berekspresi: Kritik terhadap pemerintah 
dan penafsiran Pancasila oleh pemerintah sering kali dibungkam 
dan dianggap sebagai tindakan subversif. 

3. Pemanfaatan untuk Kepentingan Politik Tertentu: Pancasila 
digunakan untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan pemerintah 
yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang 
sebenarnya. 
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Dampak terhadap Stabilitas Politik, diantaranya: 
1. Stabilitas Politik Jangka Pendek: Pemanfaatan Pancasila untuk 

membangun citra dan legitimasi kekuasaan memang berhasil 
membawa stabilitas politik dalam jangka pendek. 

2. Ketidakpuasan dan Gejolak Politik Jangka Panjang: Kontestasi 
dan instrumentalisasi Pancasila, serta pembatasan kebebasan 
berekspresi, memicu ketidakpuasan dan gejolak politik dalam 
jangka panjang. Hal ini terlihat dari berbagai gerakan pro-
demokrasi dan reformasi yang muncul pada akhir masa Orde 
Baru. 

Evaluasi 

1.  Bagaimana Pancasila berperan dalam menjaga stabilitas politik 
di Indonesia? 
A. Sebagai dasar hukum tunggal untuk semua undang-undang 
B. Sebagai ideologi pemersatu yang mengakomodasi 

keberagaman 
C. Sebagai alat untuk mendukung satu partai politik 
D. Sebagai pedoman utama dalam pembangunan ekonomi 

Pembahasan: Jawaban B. Pancasila berperan sebagai ideologi 
pemersatu yang mengakomodasi keberagaman di Indonesia. Sebagai 
negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan, 
Indonesia memerlukan dasar yang dapat mempersatukan seluruh 
elemen masyarakat. Pancasila dengan kelima silanya berfungsi untuk 
menyatukan berbagai perbedaan tersebut dengan mengedepankan 
nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan persatuan. Sila pertama 
hingga sila kelima mencerminkan semangat inklusivitas dan 
toleransi yang penting untuk menjaga stabilitas politik. 
Keberagaman yang ada di Indonesia dapat menjadi potensi konflik 
jika tidak dikelola dengan baik. Pancasila memberikan kerangka 
kerja yang memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang 
untuk hidup berdampingan secara harmonis. Dengan menjunjung 
tinggi prinsip-prinsip Pancasila, pemerintah dan masyarakat dapat 
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menghindari konflik horizontal dan vertikal yang dapat mengganggu 
stabilitas politik. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya berfungsi 
sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai alat yang efektif untuk 
menjaga kestabilan politik melalui pengelolaan keberagaman. 

2.  Mengapa nilai-nilai Pancasila penting dalam proses pembuatan 
kebijakan publik? 
A. Agar kebijakan lebih menguntungkan pihak penguasa 
B. Untuk memastikan kebijakan sejalan dengan aspirasi dan 

kepentingan seluruh rakyat 
C. Sebagai alat untuk memanipulasi masyarakat 
D. Untuk mempercepat proses legislasi 

Pembahasan: Jawaban B. Nilai-nilai Pancasila penting dalam proses 
pembuatan kebijakan publik karena mereka memastikan bahwa 
kebijakan yang dibuat sejalan dengan aspirasi dan kepentingan 
seluruh rakyat. Pancasila dengan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, 
kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi landasan moral dan etika 
bagi para pembuat kebijakan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai 
acuan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih inklusif dan adil, serta 
mencerminkan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya 
kelompok tertentu. Proses pembuatan kebijakan yang berlandaskan 
Pancasila juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Prinsip 
musyawarah untuk mufakat yang terkandung dalam sila keempat 
Pancasila menggarisbawahi pentingnya dialog dan partisipasi publik 
dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat meningkatkan 
legitimasi kebijakan dan mencegah timbulnya resistensi atau konflik 
yang dapat mengganggu stabilitas politik. Dengan demikian, 
penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik adalah kunci 
untuk menciptakan kebijakan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. 

3.  Bagaimana prinsip keadilan sosial dalam Pancasila 
berkontribusi terhadap stabilitas politik? 
A. Dengan memastikan distribusi kekayaan yang merata 
B. Dengan mendukung monopoli pasar 
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C. Dengan memprioritaskan kepentingan investor asing 
D. Dengan mengurangi intervensi pemerintah dalam ekonomi 

Pembahasan: Jawaban A. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila 
berkontribusi terhadap stabilitas politik dengan memastikan 
distribusi kekayaan yang merata di antara seluruh lapisan 
masyarakat. Ketimpangan ekonomi dan sosial sering menjadi 
sumber utama ketidakstabilan politik. Ketika sebagian besar 
kekayaan dan sumber daya dikuasai oleh segelintir orang, sementara 
sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan, potensi konflik sosial 
dan politik meningkat. Keadilan sosial, yang ditekankan dalam sila 
kelima Pancasila, bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ini 
dengan mendorong distribusi yang lebih adil dari kekayaan dan 
peluang ekonomi. Dengan mengimplementasikan kebijakan yang 
mendukung keadilan sosial, pemerintah dapat menciptakan kondisi 
yang lebih stabil dan harmonis. Kebijakan yang pro-rakyat seperti 
peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan 
kerja, serta program-program kesejahteraan sosial, dapat membantu 
mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan umum. 
Ketika rakyat merasakan adanya keadilan dan pemerataan dalam 
distribusi kekayaan dan peluang, rasa kepuasan dan dukungan 
terhadap pemerintah meningkat, yang pada gilirannya memperkuat 
stabilitas politik. 

4.  Bagaimana penerapan nilai musyawarah dalam Pancasila 
mendukung stabilitas politik? 
A. Dengan mengurangi peran partai politik 
B. Dengan memfasilitasi dialog dan penyelesaian konflik secara 

damai 
C. Dengan mengutamakan keputusan sepihak pemerintah 
D. Dengan mengabaikan pandangan masyarakat 

Pembahasan: Jawaban B. Penerapan nilai musyawarah dalam 
Pancasila mendukung stabilitas politik dengan memfasilitasi dialog 
dan penyelesaian konflik secara damai. Prinsip musyawarah untuk 
mufakat, yang merupakan inti dari sila keempat Pancasila, 
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menekankan pentingnya dialog, partisipasi, dan kesepakatan 
bersama dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks 
politik, ini berarti bahwa berbagai pandangan dan kepentingan 
harus diakomodasi dan dibahas melalui proses musyawarah yang 
inklusif dan transparan. Musyawarah memungkinkan terciptanya 
solusi yang lebih adil dan dapat diterima oleh berbagai pihak. 
Dengan adanya forum untuk berdialog dan mengekspresikan 
pandangan, potensi konflik dapat diminimalkan dan penyelesaian 
masalah dapat dicapai secara damai. Proses ini tidak hanya 
meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil, tetapi juga 
memperkuat rasa kepercayaan dan kerjasama antar kelompok dalam 
masyarakat. Sebagai hasilnya, stabilitas politik dapat terjaga karena 
masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai dalam proses 
pengambilan keputusan. 

5.  Bagaimana prinsip persatuan Indonesia dalam Pancasila 
menjaga stabilitas politik? 
A. Dengan memprioritaskan satu kelompok etnis di atas yang lain 
B. Dengan mengutamakan pembangunan ekonomi saja 
C. Dengan menghilangkan perbedaan budaya 
D. Dengan mengedepankan semangat kebangsaan yang inklusif 

Pembahasan: Jawaban D. Prinsip persatuan Indonesia dalam 
Pancasila menjaga stabilitas politik dengan mengedepankan 
semangat kebangsaan yang inklusif. Sila ketiga Pancasila 
menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia 
yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Prinsip ini 
mendorong penghormatan terhadap perbedaan dan kerjasama di 
antara berbagai kelompok dalam masyarakat, dengan tujuan 
menciptakan kohesi sosial yang kuat. Semangat kebangsaan yang 
inklusif berarti bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar 
belakangnya, merasa memiliki dan terlibat dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Dengan mempromosikan persatuan dan 
kesatuan, pemerintah dapat mencegah fragmentasi sosial dan politik 
yang dapat mengancam stabilitas negara. Selain itu, persatuan yang 
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kokoh juga memperkuat kemampuan bangsa dalam menghadapi 
tantangan internal dan eksternal, sehingga stabilitas politik dapat 
terjaga dengan lebih baik. Dengan demikian, prinsip persatuan 
Indonesia adalah fondasi yang vital untuk menjaga kesatuan dan 
kestabilan politik di tengah keragaman. 

6.  Apa peran Pancasila dalam mengatasi konflik politik di 
Indonesia? 
A. Memberikan solusi teknis untuk masalah ekonomi 
B. Menyediakan kerangka nilai yang dapat menjadi dasar resolusi 

konflik 
C. Mendukung tindakan otoriter dari pemerintah 
D. Mengabaikan perbedaan pendapat dalam masyarakat 

Pembahasan: Jawaban B. Pancasila menyediakan kerangka nilai yang 
dapat menjadi dasar resolusi konflik politik di Indonesia. Setiap sila 
dalam Pancasila memberikan landasan moral dan etika yang dapat 
digunakan untuk menyelesaikan konflik secara damai dan adil. 
Misalnya, sila pertama menekankan pentingnya nilai-nilai 
keagamaan dan spiritualitas yang dapat mempromosikan 
perdamaian dan toleransi. Sila kedua menggarisbawahi kemanusiaan 
yang adil dan beradab, mendorong penyelesaian konflik dengan 
menghormati hak asasi manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, 
secara langsung mengajak masyarakat untuk bersatu dan bekerja 
sama meskipun ada perbedaan. Sila keempat, kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan, mendorong penyelesaian konflik 
melalui dialog dan musyawarah. Sementara sila kelima, keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengingatkan pentingnya 
keadilan dalam setiap resolusi konflik. Dengan menginternalisasi 
nilai-nilai ini, masyarakat dan pemerintah dapat mengatasi konflik 
politik dengan cara yang lebih damai dan konstruktif. 
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7.  Bagaimana Pancasila membantu dalam membangun sistem 
politik yang stabil? 
A. Dengan memusatkan kekuasaan pada satu individu 
B. Dengan mendorong partisipasi aktif warga negara dalam 

pemerintahan 
C. Dengan menghapuskan hak-hak politik warga negara 
D. Dengan membatasi kebebasan pers 

Pembahasan: Jawaban B. Pancasila membantu dalam membangun 
sistem politik yang stabil dengan mendorong partisipasi aktif warga 
negara dalam pemerintahan. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (sila 
keempat) menggarisbawahi pentingnya partisipasi rakyat dalam 
proses politik. Melalui partisipasi ini, kebijakan yang diambil akan 
lebih mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sehingga 
meningkatkan legitimasi dan stabilitas pemerintahan. Partisipasi 
aktif warga negara juga memastikan adanya pengawasan terhadap 
tindakan pemerintah, sehingga mencegah penyalahgunaan 
kekuasaan dan korupsi. Ketika warga merasa bahwa suara mereka 
didengar dan dihargai, mereka cenderung lebih mendukung 
pemerintah dan proses politik. Hal ini menciptakan suasana politik 
yang lebih stabil karena adanya rasa kepercayaan dan kepemilikan 
bersama terhadap sistem politik yang ada. Dengan demikian, 
Pancasila berperan penting dalam membangun sistem politik yang 
inklusif, transparan, dan stabil. 

8. Apa implikasi dari pengabaian prinsip-prinsip Pancasila dalam 
pemerintahan? 
A. Meningkatnya solidaritas antarwarga negara 
B. Tumbuhnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah 
C. Meningkatnya ketidakadilan dan ketidakstabilan politik 
D. Terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat 

Pembahasan: Jawaban C. Pengabaian prinsip-prinsip Pancasila 
dalam pemerintahan dapat mengakibatkan meningkatnya 
ketidakadilan dan ketidakstabilan politik. Pancasila sebagai dasar 
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negara dan ideologi bangsa Indonesia berfungsi untuk menciptakan 
masyarakat yang adil, makmur, dan bersatu. Jika prinsip-prinsip 
Pancasila diabaikan, maka nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, 
persatuan, dan demokrasi akan terganggu. Hal ini dapat 
mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang merasa 
bahwa hak-hak dan kepentingan mereka tidak dihargai. 
Ketidakadilan yang terjadi akibat pengabaian prinsip-prinsip 
Pancasila dapat memicu konflik sosial dan politik. Kelompok-
kelompok yang merasa dirugikan atau diabaikan mungkin akan 
melakukan protes atau tindakan yang dapat mengganggu stabilitas 
politik. Selain itu, ketidakstabilan politik juga dapat terjadi karena 
kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang 
dianggap tidak konsisten dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena 
itu, penting bagi pemerintahan untuk selalu berpegang pada prinsip-
prinsip Pancasila dalam setiap kebijakan dan tindakannya. 

9. Bagaimana Pancasila dapat memperkuat semangat gotong 
royong dalam masyarakat? 
A. Dengan mengutamakan kepentingan individu di atas 

kepentingan bersama 
B. Dengan menghilangkan perbedaan pendapat dalam 

masyarakat 
C. Dengan mendorong kerjasama dan solidaritas antarwarga 

negara 
D. Dengan memusatkan semua kegiatan pada pemerintah 

Pembahasan: Jawaban C. Pancasila dapat memperkuat semangat 
gotong royong dalam masyarakat dengan mendorong kerjasama dan 
solidaritas antarwarga negara. Prinsip gotong royong merupakan 
salah satu nilai inti yang terkandung dalam Pancasila, terutama 
dalam sila ketiga dan keempat. Persatuan Indonesia (sila ketiga) 
menekankan pentingnya persatuan dan kebersamaan dalam 
menghadapi tantangan bersama. Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (sila 
keempat) mengajarkan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam 
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mencapai tujuan bersama. Gotong royong adalah tradisi yang telah 
lama hidup dalam masyarakat Indonesia dan menjadi bagian dari 
identitas nasional. Dengan menjadikan gotong royong sebagai 
bagian dari implementasi Pancasila, masyarakat didorong untuk 
bekerja sama, saling membantu, dan menunjukkan solidaritas. Hal 
ini tidak hanya memperkuat kohesi sosial, tetapi juga membantu 
menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Melalui 
semangat gotong royong, masalah-masalah sosial dapat diatasi 
bersama, yang pada gilirannya memperkuat stabilitas sosial dan 
politik. 

10. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat mencegah 
radikalisme dan ekstremisme? 
A. Dengan mempromosikan toleransi dan keberagaman 
B. Dengan menutup akses informasi dari luar negeri 
C. Dengan membatasi kebebasan beragama 
D. Dengan mengabaikan hak-hak individu 

Pembahasan: Jawaban A. Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat 
mencegah radikalisme dan ekstremisme dengan mempromosikan 
toleransi dan keberagaman. Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang 
Maha Esa, menghargai keberagaman agama dan mendorong 
penghormatan terhadap keyakinan yang berbeda. Sila kedua, 
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pentingnya 
penghormatan terhadap martabat setiap individu, yang membantu 
mencegah dehumanisasi dan kekerasan. Dengan mengedepankan 
nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, Pancasila 
menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog dan kerjasama 
antar kelompok yang berbeda. Pendidikan yang berlandaskan 
Pancasila juga berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai ini 
sejak dini. Melalui pendidikan, masyarakat diajarkan untuk 
menghargai perbedaan, menghindari sikap eksklusif, dan 
mengutamakan perdamaian. Dengan demikian, penerapan nilai-
nilai Pancasila tidak hanya membantu mencegah radikalisme dan 
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ekstremisme, tetapi juga memperkuat harmoni dan stabilitas sosial 
serta politik di Indonesia. 

 
F Kritik Terhadap Penerapan Pancasila di Era 

Orde Baru 

Penerapan Pancasila di era Orde Baru (1966-1998) memang 
membawa stabilitas politik dan kemajuan ekonomi, namun tak lepas 
dari berbagai kritik dan kontroversi. Berikut beberapa kritik utama 
yang dialamatkan pada penerapan Pancasila di masa itu: 

G Penafsiran Tunggal dan Sempit 
 Pancasila diinterpretasikan secara sempit oleh pemerintah 

Orde Baru, menekankan pada nilai-nilai stabilitas dan ketertiban, 
dan mengesampingkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. 
Penafsiran tunggal ini memicu kritik karena dianggap tidak sesuai 
dengan makna dan semangat Pancasila yang sebenarnya, yang 
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan 
musyawarah mufakat. 

H Instrumentalisasi Pancasila untuk Kepentingan 
Politik 

 Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan 
kebijakan pemerintah Orde Baru, termasuk kebijakan yang tidak 
selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menimbulkan 
anggapan bahwa Pancasila hanya dijadikan slogan dan simbol, 
bukan sebagai pedoman hidup yang diimplementasikan secara 
nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

I Pembatasan Kebebasan Berekspresi dan 
Berpolitik 

 Demi menjaga stabilitas politik, pemerintah Orde Baru 
membatasi kebebasan berekspresi dan berpolitik, termasuk kritik 
terhadap pemerintah dan penafsiran Pancasila versi pemerintah. 
Pembatasan ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai 
Pancasila yang menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan 
berekspresi. 
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J Kesenjangan Ekonomi dan Sosial 
 Meskipun terjadi kemajuan ekonomi, kesenjangan 

ekonomi dan sosial tetap menjadi masalah serius di era Orde 
Baru. Kritikus menuding bahwa penerapan Pancasila yang 
menekankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi mengabaikan 
nilai-nilai keadilan sosial dan pemerataan yang terkandung dalam 
Pancasila. 

K Pelanggaran HAM 
 Terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) 

selama masa Orde Baru, seperti penculikan, penahanan tanpa 
proses hukum, dan pembungkaman aktivis. Kritikus melihat 
bahwa pelanggaran HAM ini bertentangan dengan nilai-nilai 
Pancasila yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. 

Kritik-kritik ini memicu munculnya gerakan pro-demokrasi 
dan reformasi yang pada akhirnya berhasil menumbangkan rezim 
Orde Baru pada tahun 1998. Kritik ini juga mendorong refleksi dan 
reinterpretasi Pancasila di era reformasi, dengan fokus pada nilai-
nilai demokrasi, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap HAM. 

Evaluasi 

1.  Mengapa penerapan Pancasila pada masa Orde Baru mendapat 
kritik dari berbagai kalangan? 
A. Karena Orde Baru menggunakan Pancasila sebagai alat politik 

untuk melanggengkan kekuasaan 
B. Karena Pancasila tidak sesuai dengan budaya Indonesia 
C. Karena Pancasila dianggap terlalu modern untuk Indonesia 
D. Karena Pancasila dianggap sebagai ideologi asing 

Pembahasan: Jawaban A. Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru 
mendapat kritik karena pemerintah Orde Baru, di bawah 
kepemimpinan Presiden Soeharto, menggunakan Pancasila sebagai 
alat politik untuk melanggengkan kekuasaannya. Pancasila yang 
seharusnya menjadi dasar dan pedoman moral bangsa, dijadikan alat 
untuk mengendalikan kehidupan politik dan sosial masyarakat. 
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Melalui doktrinasi P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 
Pancasila), pemerintah berusaha mengatur dan mengontrol perilaku 
masyarakat sesuai dengan kepentingan politik mereka. Kritik ini 
diperkuat oleh fakta bahwa pemerintah Orde Baru sering kali 
menindak tegas lawan-lawan politik dan kelompok-kelompok yang 
dianggap bertentangan dengan pandangan resmi negara mengenai 
Pancasila. Organisasi-organisasi yang tidak sejalan dengan 
pemerintah sering kali dicap sebagai anti-Pancasila dan dibubarkan. 
Hal ini menunjukkan bagaimana Pancasila yang seharusnya menjadi 
perekat persatuan dan kesatuan bangsa, malah digunakan untuk 
membungkam perbedaan pendapat dan mengukuhkan kekuasaan 
otoriter. 

2.  Apa salah satu kritik utama terhadap pelaksanaan pendidikan 
Pancasila di era Orde Baru? 
A. Pendidikan Pancasila dianggap terlalu liberal 
B. Pendidikan Pancasila dianggap terlalu dogmatis dan 

indoktrinatif 
C. Pendidikan Pancasila tidak memasukkan nilai-nilai modern 
D. Pendidikan Pancasila hanya fokus pada aspek ekonomi 

Pembahasan: Jawaban B. Salah satu kritik utama terhadap 
pelaksanaan pendidikan Pancasila di era Orde Baru adalah bahwa 
pendidikan tersebut dianggap terlalu dogmatis dan indoktrinatif. 
Pendidikan Pancasila di masa ini lebih banyak berfokus pada 
penghafalan dan penerimaan pasif terhadap nilai-nilai yang 
diajarkan, tanpa memberikan ruang bagi diskusi kritis atau 
interpretasi yang lebih mendalam. Hal ini membuat pendidikan 
Pancasila terkesan sebagai alat untuk menanamkan kepatuhan buta 
terhadap negara dan pemerintah. Kritik ini juga mencakup 
pandangan bahwa pendidikan Pancasila di era Orde Baru tidak 
membangun kemampuan berpikir kritis dan analitis di kalangan 
siswa. Pendidikan yang seharusnya mendorong pemahaman yang 
mendalam dan penerapan yang kontekstual terhadap nilai-nilai 
Pancasila, malah menjadi ajang penyeragaman pemikiran. 
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Akibatnya, banyak generasi muda yang hanya mengetahui Pancasila 
sebagai doktrin negara tanpa memahami esensi dan relevansi 
sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Bagaimana pemerintah Orde Baru menggunakan Pancasila 
untuk mengontrol kebebasan berpendapat? 
A. Dengan mempromosikan dialog terbuka di masyarakat 
B. Dengan menindak tegas kritik terhadap pemerintah dan 

menganggapnya sebagai tindakan subversif 
C. Dengan mengadakan seminar-seminar tentang kebebasan 

berpendapat 
D. Dengan mendorong kebebasan pers 

Pembahasan: Jawaban B. Pemerintah Orde Baru menggunakan 
Pancasila untuk mengontrol kebebasan berpendapat dengan 
menindak tegas kritik terhadap pemerintah dan menganggapnya 
sebagai tindakan subversif. Kebebasan berpendapat dan berekspresi 
sering kali dibatasi dengan alasan menjaga stabilitas dan keamanan 
nasional berdasarkan interpretasi sepihak terhadap Pancasila. 
Kritikan terhadap kebijakan pemerintah atau tindakan-tindakan 
yang dianggap bertentangan dengan pandangan resmi mengenai 
Pancasila sering kali dibungkam. Orde Baru mengimplementasikan 
berbagai kebijakan represif untuk mengontrol masyarakat, termasuk 
penangkapan dan penahanan aktivis, pembatasan media massa, serta 
pelarangan organisasi yang dianggap mengancam kekuasaan. 
Kebebasan pers juga dibatasi dengan sensor ketat terhadap 
pemberitaan yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan 
pemerintah. Tindakan-tindakan ini menunjukkan bagaimana 
Pancasila digunakan sebagai justifikasi untuk mengekang kebebasan 
berpendapat dan memperkuat kekuasaan otoriter. 

4.  Mengapa program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 
Pancasila (P4) dikritik? 
A. Karena program P4 mendorong pluralisme dan toleransi 
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B. Karena program P4 terlalu kaku dan tidak memberikan ruang 
untuk pemahaman kontekstual 

C. Karena program P4 tidak didukung oleh undang-undang 
D. Karena program P4 hanya dijalankan di sekolah-sekolah swasta 

Pembahasan: Jawaban B. Program Pedoman Penghayatan dan 
Pengamalan Pancasila (P4) dikritik karena dianggap terlalu kaku dan 
tidak memberikan ruang untuk pemahaman kontekstual. P4 
dirancang untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari, tetapi pelaksanaannya cenderung dogmatis 
dan formalistik. Program ini mengharuskan peserta untuk 
mengikuti prosedur dan tahapan tertentu yang lebih menekankan 
pada penyeragaman pemahaman daripada penerapan nilai-nilai 
Pancasila dalam konteks nyata yang beragam. Kekakuan dalam 
pelaksanaan P4 juga mengabaikan keragaman budaya dan sosial yang 
ada di Indonesia. Alih-alih mengembangkan pemahaman yang 
dinamis dan relevan dengan kondisi lokal, program ini lebih 
berfokus pada penghafalan dan pengulangan slogan-slogan 
Pancasila. Akibatnya, banyak peserta yang merasa bahwa P4 tidak 
relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka dan hanya merupakan 
formalitas yang harus dilalui tanpa pemahaman mendalam. Kritik 
ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih fleksibel dan 
kontekstual dalam mengajarkan dan mengamalkan nilai-nilai 
Pancasila. 

5.  Apa salah satu dampak negatif dari penggunaan Pancasila 
sebagai alat politik oleh Orde Baru? 
A. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat 
B. Berkembangnya budaya kritik yang konstruktif 
C. Terjadinya depolitisasi masyarakat dan apatisme politik 
D. Meningkatnya transparansi pemerintahan 

Pembahasan: Jawaban C. Salah satu dampak negatif dari 
penggunaan Pancasila sebagai alat politik oleh Orde Baru adalah 
terjadinya depolitisasi masyarakat dan apatisme politik. Pemerintah 
Orde Baru menggunakan Pancasila sebagai alat untuk 
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mengendalikan kehidupan politik dan sosial, sehingga masyarakat 
menjadi enggan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Penindasan 
terhadap kritik dan oposisi, serta penggunaan kekerasan dan 
ancaman terhadap mereka yang menentang pemerintah, 
menciptakan rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap sistem 
politik. Depolitisasi ini menyebabkan masyarakat menjadi pasif dan 
kurang berpartisipasi dalam proses politik. Banyak warga yang 
memilih untuk tidak terlibat dalam politik karena khawatir akan 
dampak negatif yang mungkin mereka hadapi. Hal ini 
mengakibatkan apatisme politik, di mana masyarakat merasa bahwa 
upaya mereka untuk terlibat dalam perubahan politik tidak akan 
membuahkan hasil. Akibatnya, ruang publik untuk diskusi dan 
debat politik menjadi sempit, dan perkembangan demokrasi 
terhambat. Penggunaan Pancasila sebagai alat politik oleh Orde Baru 
justru bertentangan dengan semangat demokrasi dan partisipasi 
yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. 

6. Bagaimana Orde Baru menggunakan Pancasila untuk 
membatasi organisasi masyarakat? 
A. Dengan membiarkan kebebasan organisasi tanpa pengawasan 
B. Dengan membubarkan organisasi yang dianggap tidak sesuai 

dengan ideologi Pancasila versi pemerintah 
C. Dengan mendanai semua organisasi masyarakat tanpa 

memandang ideologi 
D. Dengan mendorong pluralisme organisasi 

Pembahasan: Jawaban B. Selama era Orde Baru, pemerintah 
menggunakan Pancasila sebagai alat untuk membatasi dan 
mengontrol organisasi masyarakat. Salah satu cara yang digunakan 
adalah dengan membubarkan organisasi yang dianggap tidak sesuai 
dengan ideologi Pancasila versi pemerintah. Pemerintah Orde Baru 
menetapkan bahwa setiap organisasi harus berlandaskan Pancasila 
sebagai satu-satunya asas (asas tunggal). Organisasi yang menolak asas 
tunggal ini atau yang dianggap mengancam stabilitas negara sering 
kali dibubarkan atau dilarang beroperasi. Pendekatan ini 
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menyebabkan berkurangnya kebebasan berorganisasi dan 
berpendapat di Indonesia. Organisasi masyarakat yang seharusnya 
bisa menjadi sarana untuk mengartikulasikan berbagai kepentingan 
dan aspirasi rakyat, justru dikekang dan diawasi ketat. Hal ini 
bertentangan dengan semangat Pancasila yang seharusnya 
menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi kebebasan 
berekspresi. Akibatnya, banyak organisasi yang terpaksa 
menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah atau menghadapi 
risiko pembubaran, yang pada gilirannya memperlemah partisipasi 
masyarakat dalam kehidupan politik dan sosial. 

7.  Apa dampak penggunaan Pancasila sebagai alat legitimasi 
politik oleh pemerintah Orde Baru terhadap partisipasi politik 
masyarakat? 
A. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam politik 
B. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 
C. Menurunkan tingkat partisipasi politik dan menumbuhkan 

apatisme 
D. Memperkuat kontrol demokratis terhadap pemerintah 

Pembahasan: Jawaban C. Penggunaan Pancasila sebagai alat 
legitimasi politik oleh pemerintah Orde Baru memiliki dampak 
signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat. Salah satu dampak 
utamanya adalah penurunan tingkat partisipasi politik dan 
tumbuhnya apatisme di kalangan masyarakat. Pemerintah Orde 
Baru sering kali menggunakan Pancasila untuk membenarkan 
tindakan represif terhadap oposisi politik dan kelompok yang 
dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Hal ini 
menciptakan rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap proses 
politik. Banyak masyarakat yang menjadi apatis karena merasa 
bahwa partisipasi politik mereka tidak akan membawa perubahan 
yang berarti. Kebijakan represif dan kontrol ketat terhadap kegiatan 
politik menyebabkan masyarakat enggan untuk terlibat aktif dalam 
politik. Akibatnya, ruang demokrasi menjadi sempit, dan proses 
pengambilan keputusan politik didominasi oleh pemerintah tanpa 
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adanya pengawasan yang memadai dari masyarakat. Kondisi ini 
bertentangan dengan semangat demokrasi yang seharusnya 
mendorong partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses 
politik. 

8.  Mengapa Pancasila di era Orde Baru dianggap sebagai alat 
justifikasi untuk tindakan represif? 
A. Karena Pancasila mendorong kebebasan dan pluralisme 
B. Karena pemerintah menggunakan interpretasi sepihak untuk 

menindas oposisi 
C. Karena Pancasila tidak memiliki nilai-nilai demokrasi 
D. Karena masyarakat mendukung tindakan represif 

Pembahasan: Jawaban B. Di era Orde Baru, Pancasila sering kali 
dianggap sebagai alat justifikasi untuk tindakan represif karena 
pemerintah menggunakan interpretasi sepihak terhadap ideologi 
tersebut untuk menindas oposisi. Pemerintah Orde Baru mengklaim 
bahwa setiap tindakan yang diambil adalah untuk melindungi dan 
menjaga keutuhan Pancasila. Interpretasi ini digunakan untuk 
membenarkan berbagai tindakan represif, termasuk penangkapan, 
penahanan, dan bahkan penghilangan paksa terhadap individu atau 
kelompok yang dianggap mengancam stabilitas negara. Tindakan 
represif ini sering kali dilakukan dengan dalih menjaga keamanan 
dan ketertiban, tetapi pada kenyataannya, tindakan tersebut lebih 
banyak ditujukan untuk membungkam kritik dan menghilangkan 
oposisi politik. Hal ini menciptakan iklim ketakutan dan 
ketidakpercayaan di masyarakat, di mana hak-hak dasar seperti 
kebebasan berpendapat dan berkumpul menjadi terancam. 
Penggunaan Pancasila sebagai justifikasi untuk tindakan represif 
bertentangan dengan esensi Pancasila yang mengedepankan 
keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi. 

9.  Apa yang menjadi kritik utama terhadap penggunaan Pancasila 
sebagai asas tunggal oleh pemerintah Orde Baru? 
A. Mendorong kebebasan berpendapat dan pluralisme 
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B. Menghilangkan ruang untuk keberagaman ideologi 
C. Meningkatkan transparansi pemerintahan 
D. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat 

Pembahasan: Jawaban B. Kritik utama terhadap penggunaan 
Pancasila sebagai asas tunggal oleh pemerintah Orde Baru adalah 
bahwa kebijakan ini menghilangkan ruang untuk keberagaman 
ideologi. Dengan menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas 
yang harus dianut oleh semua organisasi dan partai politik, 
pemerintah Orde Baru membatasi pluralisme dan keberagaman 
ideologis dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan homogenisasi 
ideologis yang tidak mengakomodasi perbedaan pandangan dan 
keyakinan di masyarakat. Kebijakan asas tunggal ini juga 
menimbulkan pengekangan terhadap kebebasan berorganisasi dan 
berpendapat. Organisasi yang menolak asas tunggal atau yang 
berusaha mengartikulasikan ideologi alternatif sering kali dianggap 
sebagai ancaman dan dibubarkan oleh pemerintah. Langkah ini 
tidak hanya membatasi hak-hak demokratis warga negara, tetapi juga 
menghambat perkembangan pemikiran kritis dan inovatif dalam 
politik. Akibatnya, iklim politik menjadi kurang dinamis dan 
cenderung otoriter, di mana pemerintah memiliki kontrol penuh 
tanpa adanya perimbangan kekuatan dari kelompok-kelompok yang 
berbeda ideologi. 

10.  Bagaimana sikap masyarakat terhadap Pancasila di era Orde 
Baru dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah? 
A. Masyarakat menganggap Pancasila sebagai alat untuk 

penindasan 
B.  Masyarakat merasa bahwa Pancasila mendorong kebebasan 

berekspresi 
C. Masyarakat lebih terlibat aktif dalam politik 
D. Masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi 

Pembahasan: Jawaban A. Sikap masyarakat terhadap Pancasila di era 
Orde Baru dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang sering kali 
menggunakan Pancasila sebagai alat untuk penindasan. Kebijakan 
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represif dan kontrol ketat terhadap kebebasan berpendapat dan 
berkumpul membuat masyarakat melihat Pancasila sebagai 
instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk membenarkan 
tindakan otoriter. Kebijakan ini menciptakan persepsi negatif 
terhadap Pancasila, di mana ideologi yang seharusnya menjadi 
landasan moral dan etika bangsa malah dianggap sebagai alat untuk 
melanggengkan kekuasaan. Pengalaman masyarakat dengan 
tindakan represif, seperti penangkapan tanpa proses hukum yang 
adil, pembubaran organisasi yang kritis terhadap pemerintah, dan 
pembatasan terhadap kebebasan pers, semakin memperkuat 
pandangan bahwa Pancasila digunakan untuk mengekang hak-hak 
dasar mereka. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kepercayaan 
masyarakat terhadap Pancasila sebagai ideologi yang dapat menjamin 
keadilan dan kemanusiaan. Akibatnya, upaya pemerintah untuk 
mempromosikan Pancasila sebagai dasar negara yang inklusif dan 
demokratis menjadi kurang efektif. 
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BAB 2 
DINAMIKA PANCASILA PADA ERA REFORMASI 

 
L Tujuan Pembelajaran 

Bab dinamika pancasila pada era reformasi ini terdiri dari 4 
subbab materi diantaranya lahirnya era reformasi dan kembalinya 
semangat pancasila, pancasila dan demokratisasi, pancasila dan hak 
asasi manusia (ham), serta pancasila dan tantangan radikalisme dan 
terorisme. Masing-masing subbab tersebut memiliki tujuan 
pembelajaran diantara: 

M Lahirnya Era Reformasi dan Kembalinya 
Semangat Pancasila: 

a. Menjelaskan latar belakang sosial, politik, dan ekonomi yang 
mendorong lahirnya era Reformasi di Indonesia. 

b. Mengenal tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa kunci yang 
berperan dalam era Reformasi. 

c. Menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi selama era 
Reformasi dan bagaimana semangat Pancasila dihidupkan 
kembali. 

d. Mengevaluasi dampak era Reformasi terhadap kehidupan 
politik dan sosial di Indonesia serta pemulihan nilai-nilai 
Pancasila. 

N Pancasila dan Demokratisasi: 
a. Memahami konsep demokrasi dan prinsip-prinsip dasar yang 

terkandung di dalamnya. 
b. Menjelaskan bagaimana Pancasila menjadi dasar bagi sistem 

demokrasi di Indonesia. 
c. Menganalisis proses demokratisasi di Indonesia, termasuk 

tantangan dan keberhasilan yang telah dicapai. 
d. Mempelajari contoh-contoh konkret penerapan nilai-nilai 

Pancasila dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum, 
partisipasi politik, dan kebebasan berpendapat. 
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O Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM): 

b. Memahami konsep hak asasi manusia dan bagaimana 
Pancasila mendukung perlindungan HAM di Indonesia. 

c. Menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia terkait HAM 
dan bagaimana kebijakan tersebut mencerminkan nilai-nilai 
Pancasila. 

d. Mempelajari contoh-contoh pelanggaran HAM di Indonesia 
dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya dengan 
pendekatan berbasis Pancasila. 

e. Mengembangkan kesadaran akan pentingnya HAM dan 
bagaimana mereka dapat berperan dalam melindungi dan 
mempromosikan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

D Pancasila dan Tantangan Radikalisme dan 
Terorisme: 

a. Memahami definisi, penyebab, dan dampak radikalisme dan 
terorisme terhadap keamanan dan persatuan bangsa. 

b. Menjelaskan bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai 
ideologi yang menangkal radikalisme dan terorisme. 

c. Mempelajari upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah 
dan masyarakat dalam menangani dan mencegah radikalisme 
dan terorisme. 

d. Mengembangkan strategi-strategi berbasis nilai-nilai Pancasila 
untuk mencegah radikalisme dan terorisme di lingkungan 
mereka sendiri. 
 

E Lahirnya Era Reformasi dan Kembalinya 
Semangat Pancasila 

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 merupakan 
tonggak sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Era ini 
menandai tumbangnya rezim Orde Baru yang selama 32 tahun 
berkuasa dan mengembalikan semangat Pancasila yang sempat 
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tereduksi selama masa tersebut. Faktor-faktor yang mendorong 
lahirnya era reformasi, diantaranya: 
1. Krisis Ekonomi dan Politik 1997-1998: Krisis ekonomi yang 

melanda Indonesia pada tahun 1997 diperparah dengan krisis 
politik dan sosial yang memicu kerusuhan di berbagai daerah. 

2. Ketidakpuasan Masyarakat Terhadap Rezim Orde Baru: 
Masyarakat merasa muak dengan otoritarianisme, korupsi, dan 
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. 

3. Tuntutan Reformasi: Munculnya gerakan pro-demokrasi yang 
menuntut reformasi politik dan sosial, termasuk tuntutan untuk 
kembali kepada nilai-nilai Pancasila yang murni. 

Peristiwa Penting dalam Era Reformasi, diantaranya: 
1. Mundurkan Soeharto: Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden 

Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. 
2. Amandemen UUD 1945: Konstitusi Indonesia diubah untuk 

memperkuat demokrasi, HAM, dan supremasi hukum. 
3. Pemilu Demokratis: Pemilu yang lebih demokratis dan 

transparan mulai diselenggarakan. 
4. Kebebasan Pers: Kebebasan pers dan berekspresi semakin 

dihormati. 
5. Penegakan Hukum: Upaya untuk menegakkan hukum dan 

memberantas korupsi dilakukan. 

Kembalinya Semangat Pancasila, diantaranya: 
1. Pancasila sebagai Landasan Negara dan Ideologi: Pancasila 

kembali ditegaskan sebagai landasan negara dan ideologi bangsa 
Indonesia. 

2. Penafsiran Pancasila yang Lebih Luas: Pancasila mulai 
diinterpretasikan dengan lebih luas dan terbuka, mengakomodasi 
nilai-nilai demokrasi, HAM, dan pluralisme. 

3. Pendidikan Pancasila: Pendidikan Pancasila kembali digalakkan 
di sekolah-sekolah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila 
kepada generasi muda. 
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Tantangan Menuju Demokrasi Pancasila yang Sejati: 
1. Memahami Makna dan Semangat Pancasila: Penting bagi 

masyarakat untuk memahami makna dan semangat Pancasila 
secara lebih mendalam dan kontekstual. 

2. Mengimplementasikan Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari: 
Nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan 
sehari-hari, baik dalam ranah individu, keluarga, masyarakat, 
maupun bangsa dan negara. 

3. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa: Pancasila menjadi 
perekat bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah 
kemajemukan bangsa Indonesia. 

Evaluasi 

1.  Apa yang menjadi salah satu pemicu utama lahirnya Era 
Reformasi di Indonesia pada tahun 1998? 
A. Kenaikan harga minyak dunia 
B. Krisis ekonomi dan moneter 
C. Konflik antar negara ASEAN 
D. Kemenangan Indonesia di Piala Dunia 

Pembahasan: Jawaban B. Salah satu pemicu utama lahirnya Era 
Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 adalah krisis ekonomi dan 
moneter yang melanda Asia, termasuk Indonesia. Krisis ini 
menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh drastis, inflasi yang tinggi, 
serta meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Krisis 
ekonomi ini memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap 
pemerintahan yang sudah lama dianggap korup dan otoriter. 
Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota dan desakan 
untuk perubahan dan tuntutan agar Soeharto mundur dari 
jabatannya semakin kuat. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, 
Soeharto mengundurkan diri dan B.J. Habibie dilantik sebagai 
presiden, menandai berakhirnya Orde Baru dan lahirnya Era 
Reformasi. 
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2.  Bagaimana semangat Pancasila diwujudkan kembali dalam 
pemerintahan pasca-Orde Baru? 
A. Melalui penghapusan semua lembaga negara 
B. Melalui peningkatan otoritarianisme 
C. Melalui reformasi konstitusi dan kebijakan desentralisasi 
D. Melalui penutupan semua media massa 

Pembahasan: Jawaban C. Semangat Pancasila diwujudkan kembali 
dalam pemerintahan pasca-Orde Baru melalui serangkaian reformasi 
konstitusi dan kebijakan desentralisasi. Salah satu langkah utama 
yang diambil adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 
untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, 
dan pemerintahan yang bersih dan transparan. Amandemen ini juga 
memperkenalkan pembatasan masa jabatan presiden, memperkuat 
peran dan fungsi parlemen, serta mengakui hak-hak dasar warga 
negara secara lebih jelas. Kebijakan desentralisasi juga merupakan 
upaya untuk mengembalikan semangat Pancasila dengan 
memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah. 
Melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangan 
kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangga 
mereka sendiri. Langkah ini diambil untuk mendorong partisipasi 
masyarakat dalam proses pemerintahan dan memperkuat prinsip 
keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila, dengan 
memberikan kesempatan yang lebih besar bagi daerah untuk 
berkembang sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka. 

3.  Apa yang menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi 
hukum di Era Reformasi? 
A. Membatasi kebebasan berpendapat 
B. Memperkuat supremasi hukum dan pemberantasan korupsi 
C. Meningkatkan sentralisasi kekuasaan 
D. Menutup akses informasi publik 

Pembahasan: Jawaban B. Salah satu fokus utama dalam reformasi 
hukum di Era Reformasi adalah memperkuat supremasi hukum dan 
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pemberantasan korupsi. Pada masa Orde Baru, sistem hukum sering 
kali diabaikan atau dimanipulasi untuk kepentingan pihak-pihak 
tertentu, terutama oleh mereka yang berada di lingkaran kekuasaan. 
Reformasi hukum di Era Reformasi bertujuan untuk memastikan 
bahwa hukum berlaku sama bagi semua warga negara tanpa kecuali, 
dan bahwa pelanggaran hukum, termasuk korupsi, harus ditindak 
tegas. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai lembaga baru 
didirikan dan diperkuat, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) yang bertugas melakukan pencegahan dan penindakan 
terhadap korupsi secara independen. Selain itu, perbaikan sistem 
peradilan dilakukan untuk menjamin independensi dan integritas 
hakim serta penegak hukum lainnya. Upaya ini mencerminkan 
semangat Pancasila dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran, 
serta memberantas praktik-praktik korupsi yang merusak kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 

4.  Bagaimana perubahan dalam sistem politik di Era Reformasi 
mencerminkan semangat Pancasila? 
A. Dengan menghapus partai politik 
B. Dengan membatasi kebebasan berorganisasi 
C. Dengan memperkenalkan sistem multipartai dan pemilu yang 

bebas dan adil 
D. Dengan meningkatkan kontrol pemerintah pusat 

Pembahasan: Jawaban C. Perubahan dalam sistem politik di Era 
Reformasi mencerminkan semangat Pancasila dengan 
memperkenalkan sistem multipartai dan pemilu yang bebas dan adil. 
Setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia melakukan reformasi politik 
yang signifikan dengan mengizinkan pembentukan partai-partai 
politik baru dan menyelenggarakan pemilihan umum yang lebih 
demokratis. Sistem multipartai memberikan ruang bagi berbagai 
kelompok dan ideologi untuk berpartisipasi dalam proses politik, 
sesuai dengan prinsip demokrasi dan keberagaman yang terkandung 
dalam Pancasila. Pemilu yang bebas dan adil menjadi pilar penting 
dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Proses pemilu yang 
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transparan dan akuntabel memungkinkan rakyat untuk memilih 
wakil-wakil mereka secara langsung, tanpa adanya tekanan atau 
manipulasi dari pihak manapun. Reformasi ini memastikan bahwa 
kekuasaan tidak lagi terpusat pada satu orang atau kelompok, tetapi 
dibagi secara lebih merata sesuai dengan aspirasi rakyat. Langkah-
langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mewujudkan 
pemerintahan yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab, 
sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. 

5.  Mengapa pembentukan lembaga-lembaga independen seperti 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap penting dalam 
Era Reformasi? 
A. Untuk meningkatkan sentralisasi kekuasaan 
B. Untuk mengawasi dan menindak pelanggaran hukum secara 

independen 
C. Untuk menggantikan peran parlemen 
D. Untuk memperluas wewenang presiden 

Pembahasan: Jawaban B. Pembentukan lembaga-lembaga 
independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap 
penting dalam Era Reformasi untuk mengawasi dan menindak 
pelanggaran hukum secara independen. Pada masa Orde Baru, 
penegakan hukum sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik 
dan ekonomi tertentu, sehingga banyak kasus korupsi dan 
pelanggaran hukum lainnya tidak ditangani dengan baik. KPK 
didirikan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memberantas 
korupsi yang merajalela dan mengembalikan kepercayaan publik 
terhadap sistem hukum. Sebagai lembaga independen, KPK 
memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, 
dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi tanpa campur tangan 
dari pihak lain. Keberadaan KPK diharapkan dapat memastikan 
bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan transparan, serta bahwa 
pelaku korupsi, tidak peduli seberapa tinggi jabatannya, dapat diadili 
sesuai dengan hukum yang berlaku. Pembentukan lembaga seperti 
KPK mencerminkan komitmen untuk memperkuat supremasi 
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hukum dan mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang 
merupakan bagian dari semangat Pancasila. 

6.  Apa yang menjadi salah satu langkah penting yang diambil oleh 
pemerintah Indonesia untuk mengembalikan semangat 
Pancasila setelah jatuhnya Orde Baru? 
A. Pembubaran seluruh partai politik 
B. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat baru 
C. Revisi kurikulum pendidikan untuk memperkuat pemahaman 

Pancasila 
D. Penghapusan kebijakan desentralisasi 

Pembahasan: Jawaban C. Setelah jatuhnya Orde Baru, salah satu 
langkah penting yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah 
merevisi kurikulum pendidikan untuk memperkuat pemahaman 
Pancasila. Pendidikan Pancasila kembali ditekankan dalam 
kurikulum sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila 
kepada generasi muda. Ini penting untuk membentuk karakter 
bangsa yang berlandaskan pada lima sila Pancasila, yaitu Ketuhanan 
yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan 
Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan 
dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi 
Seluruh Rakyat Indonesia. Revisi kurikulum ini juga bertujuan 
untuk mengoreksi distorsi dan penafsiran yang keliru tentang 
Pancasila yang terjadi selama era Orde Baru. Pada masa itu, Pancasila 
sering kali digunakan sebagai alat legitimasi untuk tindakan represif 
dan pengendalian politik. Dengan memperkenalkan kembali 
Pancasila dalam konteks yang lebih murni dan asli, diharapkan 
generasi muda dapat memahami dan menghayati Pancasila sebagai 
ideologi yang inklusif, demokratis, dan berorientasi pada 
kesejahteraan bersama. Langkah ini merupakan bagian dari upaya 
untuk memperkuat demokrasi dan membangun masyarakat yang 
lebih adil dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 
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7. Bagaimana reformasi dalam bidang media massa setelah 
jatuhnya Orde Baru mencerminkan kembalinya semangat 
Pancasila? 
A. Dengan memperkenalkan sensor yang lebih ketat 
B. Dengan memberikan kebebasan pers yang lebih luas 
C. Dengan melarang penerbitan majalah politik 
D. Dengan mengontrol semua stasiun televisi 

Pembahasan: Jawaban B. Reformasi dalam bidang media massa 
setelah jatuhnya Orde Baru mencerminkan kembalinya semangat 
Pancasila dengan memberikan kebebasan pers yang lebih luas. Pada 
masa Orde Baru, media massa sangat dikontrol oleh pemerintah, 
dan kebebasan pers sangat dibatasi. Informasi yang disampaikan 
kepada publik sering kali disaring atau dimanipulasi untuk 
kepentingan politik pemerintah. Setelah jatuhnya Orde Baru, salah 
satu langkah penting dalam Era Reformasi adalah mencabut 
berbagai regulasi yang membatasi kebebasan pers. Kebebasan pers 
yang lebih luas memungkinkan media untuk berfungsi sebagai pilar 
keempat demokrasi yang efektif, yang bertugas mengawasi 
pemerintah dan menginformasikan publik secara objektif. Media 
yang bebas dapat menyuarakan berbagai pandangan dan kritik 
terhadap pemerintah, sehingga menciptakan iklim yang lebih 
demokratis dan transparan. Langkah ini sejalan dengan semangat 
Pancasila yang menghargai kebebasan berpendapat dan 
keberagaman pandangan, serta mendorong partisipasi masyarakat 
dalam proses politik dan pemerintahan. 

8.  Apa yang menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya 
mengembalikan semangat Pancasila di Era Reformasi? 
A. Kurangnya dukungan dari masyarakat 
B. Adanya ancaman dari negara tetangga 
C. Ketidakseimbangan ekonomi antar wilayah 
D. Adanya korupsi yang meluas dalam pemerintahan 

Pembahasan: Jawaban D. Salah satu tantangan utama dalam upaya 
mengembalikan semangat Pancasila di Era Reformasi adalah adanya 
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korupsi yang meluas dalam pemerintahan. Meskipun Orde Baru 
telah berakhir, warisan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang 
berkembang pada masa itu masih terus menjadi masalah serius. 
Korupsi yang meluas menghambat upaya reformasi dan merusak 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta proses demokrasi 
itu sendiri. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah melakukan 
berbagai langkah untuk memberantas korupsi, salah satunya dengan 
pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK diberi 
wewenang luas untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus-
kasus korupsi, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi negara. 
Selain itu, berbagai upaya juga dilakukan untuk meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta 
memperkuat sistem hukum agar dapat menindak pelaku korupsi 
dengan tegas. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa semangat 
Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan rakyat 
dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. 

9. Bagaimana peran mahasiswa dalam mendorong lahirnya Era 
Reformasi dan kembalinya semangat Pancasila? 
A. Dengan mendukung kebijakan represif pemerintah 
B. Dengan mengorganisir demonstrasi besar-besaran 
C. Dengan menjauhkan diri dari aktivitas politik 
D. Dengan mendukung kebijakan ekonomi neoliberal 

Pembahasan: Jawaban B. Peran mahasiswa dalam mendorong 
lahirnya Era Reformasi dan kembalinya semangat Pancasila sangat 
signifikan, salah satunya dengan mengorganisir demonstrasi besar-
besaran. Pada akhir 1990-an, mahasiswa di berbagai perguruan tinggi 
di Indonesia aktif mengorganisir aksi-aksi demonstrasi untuk 
menuntut reformasi total dan mengakhiri pemerintahan otoriter 
Orde Baru. Demonstrasi ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap 
pemerintahan Soeharto yang dianggap korup, tidak demokratis, dan 
tidak mampu mengatasi krisis ekonomi yang melanda. Demonstrasi 
besar-besaran yang terjadi pada Mei 1998, khususnya, menjadi 
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puncak dari gerakan reformasi. Mahasiswa bersama elemen 
masyarakat lainnya berkumpul di Jakarta dan kota-kota besar lainnya 
untuk menyuarakan tuntutan reformasi. Gerakan ini berhasil 
menarik perhatian internasional dan menambah tekanan pada 
pemerintah Soeharto. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, 
Soeharto mengundurkan diri, dan B.J. Habibie dilantik sebagai 
presiden. Peran aktif mahasiswa dalam gerakan reformasi ini 
mencerminkan semangat Pancasila, khususnya dalam 
memperjuangkan keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi 
seluruh rakyat Indonesia. 

10. Apa yang menjadi fokus utama dalam perubahan kebijakan 
pendidikan di Era Reformasi terkait dengan Pancasila? 
A. Menghapuskan pendidikan Pancasila dari kurikulum 
B. Memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai-nilai 

Pancasila 
C. Mengurangi jam pelajaran tentang Pancasila 
D. Mengganti Pancasila dengan ideologi lain 

Pembahasan: Jawaban B. Fokus utama dalam perubahan kebijakan 
pendidikan di Era Reformasi terkait dengan Pancasila adalah 
memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila. 
Setelah berakhirnya Orde Baru, pemerintah menyadari pentingnya 
mengembalikan pemahaman yang benar tentang Pancasila sebagai 
ideologi negara yang harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh 
warga negara. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah 
melalui pendidikan, dengan menekankan pentingnya nilai-nilai 
Pancasila dalam membentuk karakter generasi muda. Pendidikan 
karakter berbasis nilai-nilai Pancasila bertujuan untuk menanamkan 
nilai-nilai luhur seperti gotong royong, keadilan, kemanusiaan, 
persatuan, dan demokrasi. Kurikulum pendidikan di berbagai 
jenjang disusun sedemikian rupa untuk memastikan bahwa siswa 
tidak hanya memahami konsep-konsep Pancasila secara teoretis, 
tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-
hari. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan generasi muda 
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yang memiliki integritas, nasionalisme, dan tanggung jawab sosial 
yang tinggi, serta mampu berkontribusi secara positif dalam 
pembangunan bangsa yang berlandaskan Pancasila. 

 
F Pancasila dan Demokratisasi 

Pancasila dan demokrasi memiliki hubungan yang erat dan 
saling memperkuat. Pancasila menjadi landasan moral dan filosofis 
bagi demokrasi di Indonesia, sedangkan demokrasi menjadi wadah 
untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai Landasan Demokrasi, 
secara turunannya: 
1. Nilai-nilai Demokratis dalam Pancasila: Pancasila mengandung 

nilai-nilai demokrasi seperti kedaulatan rakyat, musyawarah 
mufakat, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. 

2. Memperkuat Demokrasi Pancasila: Pancasila menjadi pembeda 
bagi demokrasi di Indonesia dengan demokrasi di negara lain, 
karena Pancasila menekankan nilai-nilai kebangsaan, gotong 
royong, dan keadilan sosial. 

3. Semangat Demokrasi yang Berkebudayaan: Demokrasi Pancasila 
menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, seperti 
musyawarah mufakat dan gotong royong. 

Indonesia telah melewati berbagai fase demokrasi, dari 
demokrasi parlementer pada masa awal kemerdekaan, demokrasi 
terpimpin pada masa Orde Lama, demokrasi Pancasila pada masa 
Orde Baru, hingga demokrasi reformasi pada masa sekarang. 
Demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, 
seperti korupsi, kesenjangan sosial, dan polarisasi politik. Pancasila 
menjadi panduan untuk mengatasi berbagai tantangan demokrasi 
dan membangun demokrasi yang lebih berkualitas dan bermartabat. 

Peran Pancasila dalam Demokratisasi, diantaranya: 
1. Landasan Moral dan Filosofis: Pancasila memberikan landasan 

moral dan filosofis bagi demokrasi di Indonesia, dengan 
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menekankan nilai-nilai keadilan, persamaan, dan musyawarah 
mufakat. 

2. Memperkuat Konsensus Nasional: Pancasila menjadi perekat 
bangsa dan memperkuat konsensus nasional untuk membangun 
demokrasi yang inklusif dan partisipatif. 

3. Menjaga Keseimbangan Demokrasi: Pancasila membantu 
menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan 
bersama, serta antara kebebasan dan tanggung jawab. 

Evaluasi 

1.  Bagaimana Pancasila berperan dalam proses demokratisasi di 
Indonesia? 
A. Dengan menolak konsep pemilu 
B. Dengan menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat 
C. Dengan membatasi partisipasi politik rakyat 
D. Dengan mendukung pemerintahan otoriter 

Pembahasan: Jawaban B. Pancasila berperan penting dalam proses 
demokratisasi di Indonesia dengan menekankan pentingnya 
musyawarah dan mufakat. Prinsip ini tercermin dalam sila keempat 
Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat 
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.” Dalam 
konteks demokrasi, musyawarah dan mufakat mengedepankan 
diskusi dan pengambilan keputusan secara kolektif, sehingga semua 
suara dan kepentingan masyarakat dapat diakomodasi. Hal ini 
berbeda dengan model demokrasi mayoritarian yang mengandalkan 
keputusan berdasarkan suara terbanyak tanpa mempertimbangkan 
aspirasi minoritas. Musyawarah dan mufakat juga mencerminkan 
nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang merupakan bagian 
dari budaya Indonesia. Dalam proses politik, pendekatan ini dapat 
mengurangi konflik dan meningkatkan stabilitas dengan 
memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan hasil 
konsensus bersama. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara 
tidak hanya mendukung, tetapi juga membentuk karakteristik unik 
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demokrasi Indonesia yang inklusif dan partisipatif, sesuai dengan 
nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan yang diusung oleh Pancasila. 

2.  Apa yang menjadi salah satu tantangan dalam penerapan 
Pancasila sebagai landasan demokrasi di Indonesia? 
A. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 
B. Kuatnya pengaruh ideologi asing 
C. Kebijakan ekonomi yang liberal 
D. Kurangnya pendidikan politik di masyarakat 

Pembahasan: Jawaban D. Salah satu tantangan dalam penerapan 
Pancasila sebagai landasan demokrasi di Indonesia adalah kurangnya 
pendidikan politik di masyarakat. Pendidikan politik yang memadai 
sangat penting agar masyarakat memahami hak dan kewajiban 
mereka dalam sistem demokrasi, serta bagaimana mereka dapat 
berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab. Kurangnya 
pemahaman tentang proses politik dan nilai-nilai demokrasi dapat 
menyebabkan apatisme politik, rendahnya partisipasi dalam pemilu, 
serta mudahnya masyarakat terpengaruh oleh hoaks dan informasi 
yang menyesatkan. Pendidikan politik juga berperan dalam 
membentuk sikap kritis dan independen di kalangan masyarakat. 
Dengan pemahaman yang baik tentang Pancasila dan demokrasi, 
masyarakat akan lebih mampu menilai kebijakan pemerintah, 
mengkritisi penyimpangan, dan turut serta dalam proses 
pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik. Oleh 
karena itu, memperkuat pendidikan politik merupakan langkah 
strategis untuk memastikan bahwa demokratisasi di Indonesia 
berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, yaitu demokrasi 
yang berbasis pada keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bagi 
seluruh rakyat. 

3. Bagaimana pengaruh reformasi politik terhadap penerapan 
Pancasila dalam sistem pemerintahan Indonesia? 
A. Mengurangi peran Pancasila sebagai dasar negara 
B. Meningkatkan sentralisasi kekuasaan 
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C. Memperkuat prinsip demokrasi dan hak asasi manusia 
D. Membatasi kebebasan pers dan berekspresi 

Pembahasan: Jawaban C. Reformasi politik yang dimulai pada akhir 
1990-an membawa pengaruh signifikan terhadap penerapan 
Pancasila dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan 
memperkuat prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Era 
Reformasi ditandai dengan perubahan besar dalam struktur dan 
mekanisme pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif. 
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, misalnya, memperkuat 
peran parlemen, menetapkan pembatasan masa jabatan presiden, 
dan memastikan kebebasan pers dan berekspresi. Perubahan ini 
sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang 
menekankan pentingnya demokrasi melalui 
musyawarah/perwakilan dan sila kelima yang menekankan keadilan 
sosial. Reformasi politik memberikan ruang yang lebih besar bagi 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, 
mengekspresikan pendapat mereka, dan mengawasi jalannya 
pemerintahan. Dengan demikian, penerapan Pancasila dalam era 
Reformasi tidak hanya memperkuat prinsip-prinsip demokrasi tetapi 
juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia 
dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. 

4. Apa yang menjadi salah satu wujud nyata penerapan nilai-nilai 
Pancasila dalam demokratisasi di Indonesia? 
A. Pembatasan kebebasan beragama 
B. Penerapan kebijakan diskriminatif 
C. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas 

HAM) 
D. Penghapusan otonomi daerah 

Pembahasan: Jawaban C. Salah satu wujud nyata penerapan nilai-
nilai Pancasila dalam demokratisasi di Indonesia adalah 
pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). 
Komnas HAM didirikan sebagai upaya untuk melindungi dan 
mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia, sesuai dengan sila 
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kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.” 
Lembaga ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan hak asasi 
manusia, memberikan rekomendasi kebijakan, dan melakukan 
penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia. 
Pembentukan Komnas HAM mencerminkan komitmen Indonesia 
untuk menghormati dan menegakkan hak-hak dasar setiap individu, 
yang merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi. 
Dalam konteks Pancasila, pengakuan dan perlindungan terhadap 
hak asasi manusia adalah bagian integral dari upaya mewujudkan 
masyarakat yang adil dan beradab. Melalui Komnas HAM, Indonesia 
berupaya memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati 
hak-hak mereka tanpa diskriminasi dan bahwa setiap pelanggaran 
hak asasi manusia akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang 
berlaku. 

5. Bagaimana Pancasila mendukung prinsip-prinsip demokrasi 
dalam konteks keberagaman budaya dan agama di Indonesia? 
A. Dengan menghapuskan perbedaan budaya 
B. Dengan memaksakan satu agama untuk semua 
C. Dengan menghormati dan melindungi keberagaman 
D. Dengan membatasi kebebasan berpendapat 

Pembahasan: Jawaban C. Pancasila mendukung prinsip-prinsip 
demokrasi dalam konteks keberagaman budaya dan agama di 
Indonesia dengan menghormati dan melindungi keberagaman. Sila 
pertama Pancasila, “Ketuhanan yang Maha Esa,” menegaskan bahwa 
Indonesia menghormati keberadaan berbagai agama dan 
kepercayaan. Prinsip ini mencerminkan komitmen untuk menjamin 
kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh rakyat 
Indonesia, sehingga setiap individu dapat menjalankan ibadah sesuai 
dengan kepercayaannya masing-masing. Selain itu, sila ketiga, 
“Persatuan Indonesia,” menekankan pentingnya menjaga persatuan 
dan kesatuan bangsa di tengah-tengah keberagaman. Prinsip ini 
mendorong penghargaan terhadap perbedaan budaya, bahasa, dan 
adat istiadat yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Dalam 
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konteks demokrasi, penghormatan dan perlindungan terhadap 
keberagaman ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang 
inklusif dan harmonis, di mana setiap kelompok dapat berpartisipasi 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa adanya 
diskriminasi atau marginalisasi. Dengan demikian, Pancasila 
berfungsi sebagai landasan moral dan etika yang mendukung 
demokrasi yang menghargai dan melindungi keberagaman budaya 
dan agama di Indonesia. 

6.  Bagaimana Pancasila mendukung sistem pemerintahan yang 
demokratis di Indonesia? 
A. Dengan menerapkan sistem monarki 
B. Dengan menegakkan supremasi hukum 
C. Dengan menekankan pentingnya kekuasaan absolut 
D. Dengan membatasi partisipasi warga negara 

Pembahasan: Jawaban B. Pancasila mendukung sistem 
pemerintahan yang demokratis di Indonesia dengan menegakkan 
supremasi hukum. Prinsip supremasi hukum berarti bahwa hukum 
harus menjadi panduan utama dalam menjalankan pemerintahan 
dan kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan sila keempat 
Pancasila, yang menekankan pentingnya kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 
Supremasi hukum menjamin bahwa semua warga negara, termasuk 
para pemimpin, tunduk pada hukum yang sama, tanpa diskriminasi 
atau pengecualian. Supremasi hukum juga memastikan bahwa hak 
asasi manusia dan kebebasan dasar warga negara dilindungi. Dalam 
konteks demokrasi, penegakan hukum yang adil dan transparan 
sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan 
korupsi. Dengan demikian, supremasi hukum merupakan salah satu 
pilar utama dalam mendukung sistem pemerintahan yang 
demokratis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana keadilan, 
keadaban, dan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama. 
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7.  Apa yang menjadi salah satu indikator keberhasilan 
demokratisasi yang didukung oleh Pancasila? 
A. Penghapusan sistem pemilu 
B. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik 
C. Pembatasan hak berserikat dan berkumpul 
D. Penunjukan pemimpin secara turun-temurun 

Pembahasan: Jawaban B. Salah satu indikator keberhasilan 
demokratisasi yang didukung oleh Pancasila adalah peningkatan 
partisipasi masyarakat dalam proses politik. Partisipasi aktif warga 
negara dalam politik merupakan salah satu ciri utama demokrasi 
yang sehat. Dalam sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila, 
setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilu, 
berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Partisipasi ini 
mencerminkan penerapan sila keempat Pancasila, yang mendorong 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan. Peningkatan partisipasi masyarakat 
dalam proses politik menunjukkan bahwa warga negara merasa 
memiliki dan bertanggung jawab atas arah dan kebijakan negara. Hal 
ini juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem 
demokrasi dan proses politik yang transparan dan adil. Dengan 
partisipasi yang lebih luas, keputusan-keputusan politik dapat lebih 
mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat, sehingga 
demokrasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan inklusif sesuai 
dengan nilai-nilai Pancasila. 

8.  Bagaimana Pancasila dapat membantu mencegah terjadinya 
konflik sosial dalam proses demokratisasi? 
A. Dengan menekankan pentingnya dialog dan musyawarah 
B. Dengan membatasi kebebasan beragama 
C. Dengan mendukung segregasi sosial 
D. Dengan menerapkan sensor ketat terhadap media 

Pembahasan: Jawaban A. Pancasila dapat membantu mencegah 
terjadinya konflik sosial dalam proses demokratisasi dengan 
menekankan pentingnya dialog dan musyawarah. Prinsip 
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musyawarah dan mufakat yang terkandung dalam sila keempat 
Pancasila mengedepankan pendekatan damai dalam menyelesaikan 
perbedaan dan konflik. Melalui dialog yang konstruktif dan inklusif, 
berbagai kelompok masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan 
kepentingan mereka, serta mencari solusi bersama yang adil dan 
bijaksana. Pendekatan ini sangat penting dalam masyarakat yang 
beragam seperti Indonesia, di mana perbedaan suku, agama, dan 
budaya dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan 
baik. Musyawarah dan dialog memungkinkan terciptanya saling 
pengertian dan penghargaan antar kelompok, sehingga potensi 
konflik dapat diminimalkan. Dengan demikian, Pancasila berperan 
sebagai landasan yang kuat untuk menciptakan stabilitas sosial dan 
politik, serta mendukung proses demokratisasi yang damai dan 
harmonis. 

9.  Apa yang menjadi salah satu peran Pancasila dalam menjaga 
keberlanjutan demokrasi di Indonesia? 
A. Membatasi hak-hak warga negara 
B. Mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan 
C. Menjaga kekuasaan absolut presiden 
D. Mengurangi kebebasan berpendapat 

Pembahasan: Jawaban B. Salah satu peran Pancasila dalam menjaga 
keberlanjutan demokrasi di Indonesia adalah mendukung 
transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Transparansi dan 
akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip penting dalam sistem 
demokrasi yang berfungsi untuk memastikan bahwa pemerintahan 
berjalan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab kepada rakyat. 
Dalam konteks Pancasila, prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai 
keadilan dan kebenaran yang diusung oleh sila kedua dan kelima. 
Transparansi dalam pemerintahan berarti bahwa semua tindakan 
dan keputusan pemerintah harus dapat diakses dan dipahami oleh 
publik, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memberikan 
masukan. Akuntabilitas berarti bahwa pemerintah harus 
bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil, 
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serta siap untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat. Dengan 
demikian, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang 
didukung oleh Pancasila dapat memperkuat demokrasi di Indonesia, 
mencegah korupsi, dan memastikan bahwa pemerintah benar-benar 
bekerja untuk kepentingan rakyat. 

10.  Bagaimana pendidikan Pancasila dapat berkontribusi dalam 
proses demokratisasi di Indonesia? 
A. Dengan mengajarkan nilai-nilai otoritarianisme 
B. Dengan membatasi akses informasi 
C. Dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi dan toleransi 
D. Dengan mendukung sistem feodal 

Pembahasan: Jawaban C. Pendidikan Pancasila dapat berkontribusi 
dalam proses demokratisasi di Indonesia dengan menanamkan nilai-
nilai demokrasi dan toleransi. Melalui pendidikan Pancasila, 
generasi muda diajarkan tentang pentingnya nilai-nilai dasar 
Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan 
keadilan sosial. Penanaman nilai-nilai ini membantu membentuk 
karakter dan sikap warga negara yang demokratis, toleran, dan 
menghargai keberagaman. Pendidikan Pancasila juga berperan 
dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi aktif warga 
negara. Dengan pemahaman yang baik tentang Pancasila dan 
prinsip-prinsip demokrasi, generasi muda dapat lebih berpartisipasi 
dalam proses politik dan pemerintahan, serta mampu kritis terhadap 
kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 
Selain itu, pendidikan Pancasila juga mendorong sikap toleransi 
terhadap perbedaan suku, agama, dan budaya, yang merupakan 
fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan 
damai dalam konteks demokrasi yang beragam seperti Indonesia. 
 

G Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM) 

Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki hubungan 
yang erat dan saling memperkuat. Pancasila sebagai dasar negara dan 
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ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang 
universal, seperti penghargaan terhadap harkat dan martabat 
manusia, keadilan, dan persamaan. Sedangkan HAM merupakan 
hak dasar dan fundamental yang melekat pada setiap manusia sejak 
lahir. 

Landasan Nilai Kemanusiaan dalam Pancasila, diantaranya: 
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: Mengakui keberadaan Tuhan 

Yang Maha Esa sebagai pencipta manusia dan sumber segala hak. 
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menekankan 

penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, serta 
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 

3. Sila Persatuan Indonesia: Mendorong persatuan dan kesatuan 
bangsa, serta menghormati hak asasi setiap individu tanpa 
diskriminasi. 

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan 
dalam Musyawarah/Perwakilan: Mengakui hak rakyat untuk 
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menjunjung 
tinggi nilai demokrasi. 

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Mendorong 
terciptanya keadilan sosial dan pemerataan bagi seluruh rakyat 
Indonesia, termasuk dalam pemenuhan hak asasi manusia. 

Perlindungan dan Penegakan HAM di Indonesia, diantaranya: 
1. UUD 1945: Mengatur tentang hak asasi manusia dan kewajiban 

dasar manusia. 
2. Ketetapan MPR: Menetapkan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 

tentang HAM. 
3. Undang-Undang: UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan 

berbagai UU lainnya yang terkait dengan HAM. 
4. Lembaga-Lembaga HAM: Komnas HAM, Komnas Perempuan, 

dan lembaga lainnya yang bertugas melindungi dan menegakkan 
HAM. 
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Tantangan dalam Perlindungan dan Penegakan HAM, diantaranya: 
1. Pelanggaran HAM masih terjadi: Masih terjadi pelanggaran HAM 

di berbagai sektor, seperti kekerasan terhadap perempuan dan 
anak, diskriminasi, dan pelanggaran hak sipil dan politik. 

2. Kesadaran HAM masih rendah: Kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya HAM masih rendah, sehingga perlu dilakukan 
edukasi dan sosialisasi yang lebih gencar. 

3. Lemahnya penegakan hukum: Penegakan hukum HAM masih 
lemah, sehingga perlu dilakukan penguatan institusi dan 
penegakan hukum yang lebih adil dan transparan. 

Peran Pancasila dalam Perlindungan dan Penegakan HAM, 
diantaranya: 
1. Landasan Moral dan Filosofis: Pancasila menjadi landasan moral 

dan filosofis bagi perlindungan dan penegakan HAM di 
Indonesia. 

2. Memperkuat Komitmen HAM: Pancasila menegaskan komitmen 
bangsa Indonesia untuk melindungi dan menegakkan HAM. 

3. Mengintegrasikan Nilai-Nilai HAM: Nilai-nilai HAM perlu 
diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai 
kebijakan dan program pemerintah. 

4. Membangun Budaya HAM: Perlu dibangun budaya HAM yang 
menghargai dan menghormati hak asasi setiap individu. 

Evaluasi 

1.  Bagaimana sila kedua Pancasila berhubungan dengan konsep 
Hak Asasi Manusia (HAM)? 
A. Dengan menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia 
B. Dengan menjamin kebebasan beragama 
C. Dengan menghargai kemanusiaan yang adil dan beradab 
D. Dengan menekankan persatuan dan kesatuan bangsa 

Pembahasan: Jawaban C. Sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan 
yang Adil dan Beradab,” berhubungan erat dengan konsep Hak 
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Asasi Manusia (HAM). Sila ini mengandung makna bahwa setiap 
manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab, tanpa 
diskriminasi. Prinsip ini mencakup penghargaan terhadap hak-hak 
dasar setiap individu, seperti hak untuk hidup, kebebasan 
berpendapat, dan kebebasan beragama. Dengan menekankan 
kemanusiaan yang adil dan beradab, Pancasila menggarisbawahi 
pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi 
manusia. Penghargaan terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab 
juga berarti bahwa setiap tindakan atau kebijakan harus didasarkan 
pada prinsip keadilan dan moralitas. Hal ini mencakup perlakuan 
yang setara bagi semua warga negara tanpa memandang latar 
belakang suku, agama, ras, atau golongan. Dalam konteks HAM, sila 
kedua Pancasila menjadi landasan moral yang kuat untuk 
memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan 
dilindungi oleh negara. Dengan demikian, Pancasila berperan 
penting dalam membentuk kerangka hukum dan sosial yang 
mendukung perlindungan HAM di Indonesia. 

2.  Apa yang menjadi salah satu prinsip utama dalam hubungan 
antara Pancasila dan Hak Asasi Manusia? 
A. Kebebasan tanpa batas 
B. Persatuan dan kesatuan bangsa 
C. Keseimbangan antara hak dan kewajiban 
D. Otoritarianisme 

Pembahasan: Jawaban C. Salah satu prinsip utama dalam hubungan 
antara Pancasila dan Hak Asasi Manusia adalah keseimbangan 
antara hak dan kewajiban. Dalam Pancasila, penghormatan terhadap 
hak asasi manusia tidak hanya berarti menjamin kebebasan individu, 
tetapi juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial. Setiap 
individu memiliki hak yang harus dihormati, namun juga memiliki 
kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan berkontribusi 
terhadap kesejahteraan bersama. Prinsip keseimbangan ini 
tercermin dalam seluruh sila Pancasila. Misalnya, sila pertama 
tentang Ketuhanan yang Maha Esa menekankan kebebasan 
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beragama dengan tanggung jawab untuk hidup rukun dalam 
keberagaman. Sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan 
Beradab menegaskan pentingnya keadilan dan martabat manusia. 
Sila ketiga tentang Persatuan Indonesia menuntut setiap individu 
untuk mengutamakan kepentingan bangsa. Dengan demikian, 
Pancasila mengajarkan bahwa hak asasi manusia harus selalu 
diimbangi dengan kewajiban moral dan sosial untuk menjaga 
harmoni dan kesejahteraan bersama. 

3.  Bagaimana Pancasila mengatasi konflik antara kebebasan 
individu dan kepentingan umum? 
A. Dengan menekankan supremasi kebebasan individu di atas 

kepentingan umum 
B. Dengan mengutamakan kepentingan umum tanpa 

memperhatikan hak individu 
C. Dengan menyeimbangkan antara hak individu dan 

kepentingan umum melalui musyawarah 
D. Dengan memberlakukan aturan yang ketat terhadap 

kebebasan individu 
Pembahasan: Jawaban C. Pancasila mengatasi konflik antara 
kebebasan individu dan kepentingan umum dengan 
menyeimbangkan keduanya melalui prinsip musyawarah dan 
mufakat. Prinsip ini tercermin dalam sila keempat Pancasila, yang 
menyatakan “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat 
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.” Dalam 
konteks ini, musyawarah menjadi mekanisme untuk mencapai 
keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan umum. 
Musyawarah dan mufakat memungkinkan semua pihak untuk 
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga berbagai 
pandangan dan kepentingan dapat dipertimbangkan secara adil. 
Dengan cara ini, kebebasan individu dihormati tanpa 
mengorbankan kepentingan umum. Prinsip ini juga mendorong 
pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam menghadapi 
berbagai isu sosial dan politik, sehingga menghasilkan keputusan 
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yang lebih bijaksana dan berkeadilan. Oleh karena itu, Pancasila 
sebagai dasar negara menyediakan landasan yang kuat untuk 
menyelesaikan konflik antara kebebasan individu dan kepentingan 
umum dengan cara yang demokratis dan bermartabat. 

4. Apa yang menjadi salah satu tantangan utama dalam 
menerapkan Pancasila untuk melindungi HAM di Indonesia? 
A. Kekurangan sumber daya alam 
B. Kesenjangan ekonomi yang tinggi 
C. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pancasila dan 
HAM 
D. Pengaruh budaya asing 

Pembahasan: Jawaban C. Salah satu tantangan utama dalam 
menerapkan Pancasila untuk melindungi HAM di Indonesia adalah 
kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pancasila dan HAM. 
Pendidikan dan sosialisasi mengenai nilai-nilai Pancasila dan hak 
asasi manusia belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini 
menyebabkan rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat 
tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi 
manusia, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks 
sosial dan politik. Kurangnya pemahaman ini juga dapat berdampak 
pada lemahnya penegakan hukum dan kebijakan yang tidak 
konsisten dengan prinsip-prinsip HAM. Masyarakat yang tidak 
memahami hak-hak mereka cenderung pasif dan kurang kritis 
terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar mereka. Oleh 
karena itu, meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang 
Pancasila dan HAM melalui pendidikan formal dan informal sangat 
penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang adil 
dan beradab benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, masyarakat yang sadar 
akan hak dan kewajibannya dapat berperan aktif dalam menjaga dan 
memperjuangkan hak asasi manusia. 
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5.  Bagaimana peran Pancasila dalam mengembangkan budaya 
toleransi di Indonesia? 
A. Dengan menghapus perbedaan suku dan agama 
B. Dengan mengajarkan pentingnya penghargaan terhadap 
keberagaman 
C. Dengan memaksakan satu budaya dominan 
D. Dengan membatasi hak-hak minoritas 

Pembahasan: Jawaban B. Pancasila berperan penting dalam 
mengembangkan budaya toleransi di Indonesia dengan mengajarkan 
pentingnya penghargaan terhadap keberagaman. Sila ketiga 
Pancasila, “Persatuan Indonesia,” menekankan pentingnya menjaga 
persatuan dan kesatuan di tengah-tengah keberagaman suku, agama, 
ras, dan budaya. Prinsip ini mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah 
halangan, melainkan kekayaan yang harus dihormati dan 
dilestarikan. Selain itu, sila pertama Pancasila, “Ketuhanan yang 
Maha Esa,” menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, 
sehingga setiap individu berhak menjalankan ibadah sesuai dengan 
kepercayaannya masing-masing. Dengan demikian, Pancasila 
mendorong sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama 
warga negara, tanpa memandang perbedaan latar belakang. 
Pendidikan dan sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila juga berperan 
penting dalam membentuk sikap toleransi dan menghargai 
keberagaman di masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila sebagai 
ideologi negara menjadi landasan yang kuat untuk mengembangkan 
budaya toleransi yang harmonis dan damai di Indonesia. 

6.  Bagaimana Pancasila mendukung perlindungan terhadap hak 
asasi manusia di bidang ekonomi? 
A. Dengan mendorong persaingan bebas 
B. Dengan menjamin pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat 
Indonesia 
C. Dengan menekankan privatisasi sektor publik 
D. Dengan memperbolehkan monopoli oleh negara 
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Pembahasan: Jawaban B. Pancasila mendukung perlindungan 
terhadap hak asasi manusia di bidang ekonomi dengan menjamin 
pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai 
dengan sila kelima Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat 
Indonesia,” yang menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan 
dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Prinsip ini 
menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan 
kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan. Dalam 
konteks HAM, keadilan sosial berarti menghapus kesenjangan 
ekonomi dan memastikan bahwa sumber daya negara digunakan 
untuk kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya segelintir orang. 
Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat kebijakan ekonomi 
yang inklusif dan berkeadilan, sehingga setiap individu memiliki 
akses yang sama terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan 
pelayanan publik lainnya. Dengan demikian, Pancasila menjadi 
landasan moral dan ideologis untuk menciptakan sistem ekonomi 
yang adil dan berkelanjutan, di mana hak-hak ekonomi setiap warga 
negara dilindungi dan dipenuhi. 

7. Apa yang menjadi salah satu langkah konkret yang dapat 
diambil untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan HAM 
dalam sistem pendidikan di Indonesia? 
A. Menerapkan kurikulum yang homogen 
B. Menghapus pelajaran agama 
C. Memasukkan pendidikan Pancasila dan HAM dalam 
kurikulum sekolah 
D. Mengurangi anggaran pendidikan 

Pembahasan: Jawaban C. Salah satu langkah konkret yang dapat 
diambil untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan HAM 
dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah memasukkan 
pendidikan Pancasila dan HAM dalam kurikulum sekolah. 
Pendidikan yang berbasis Pancasila dan HAM bertujuan untuk 
menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan keadilan 
kepada generasi muda. Dengan memahami dan menghayati nilai-
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nilai tersebut, siswa dapat tumbuh menjadi warga negara yang sadar 
akan hak dan kewajibannya serta mampu menghargai hak asasi 
orang lain. Selain itu, pendidikan Pancasila dan HAM dapat 
membentuk karakter dan moral yang kuat, sehingga siswa tidak 
hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki empati dan 
tanggung jawab sosial. Melalui pembelajaran yang sistematis dan 
terstruktur, siswa diajarkan tentang pentingnya hak asasi manusia, 
prinsip-prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan persatuan dalam 
keberagaman. Dengan demikian, pendidikan Pancasila dan HAM 
tidak hanya berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi 
juga dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan 
beradab. 

8. Bagaimana Pancasila mempengaruhi kebijakan pemerintah 
dalam upaya melindungi hak-hak kaum minoritas di Indonesia? 
A. Dengan membatasi kebebasan mereka 
B. Dengan mempromosikan persamaan hak dan keadilan bagi 

semua 
C. Dengan menekankan dominasi mayoritas 
D. Dengan mengabaikan kebutuhan mereka 

Pembahasan: Jawaban B. Pancasila mempengaruhi kebijakan 
pemerintah dalam upaya melindungi hak-hak kaum minoritas di 
Indonesia dengan mempromosikan persamaan hak dan keadilan 
bagi semua. Prinsip ini tercermin dalam sila kedua dan kelima 
Pancasila, yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab 
serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila 
mengajarkan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang suku, 
agama, ras, atau golongan, memiliki hak yang sama di hadapan 
hukum dan berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Dalam 
konteks kebijakan, pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak 
kaum minoritas dilindungi dan dihormati. Hal ini termasuk hak 
untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan mereka, hak 
untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, serta hak untuk 
berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Kebijakan yang 
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inklusif dan non-diskriminatif menjadi penting untuk menciptakan 
masyarakat yang harmonis dan adil. Dengan demikian, Pancasila 
sebagai dasar negara memberikan landasan yang kuat bagi 
perlindungan hak-hak kaum minoritas, sehingga setiap individu 
dapat hidup dengan martabat dan keamanan. 

9. Mengapa penting bagi Indonesia untuk menegakkan prinsip-
prinsip Pancasila dalam konteks internasional terkait dengan 
HAM? 
A. Untuk meningkatkan citra negara 
B. Untuk mengabaikan standar internasional 
C. Untuk menunjukkan kedaulatan yang mutlak 
D. Untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia 

Pembahasan: Jawaban D. Penting bagi Indonesia untuk menegakkan 
prinsip-prinsip Pancasila dalam konteks internasional terkait dengan 
HAM untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia. 
Pancasila, dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan 
perdamaian, sejalan dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang diusung 
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia. Dengan menegakkan prinsip-prinsip Pancasila, 
Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam hal 
penghormatan terhadap hak asasi manusia dan upaya untuk 
menciptakan masyarakat yang adil dan damai. Selain itu, penerapan 
Pancasila dalam konteks internasional juga mencerminkan 
komitmen Indonesia terhadap kerja sama global dan multilateral 
dalam mengatasi berbagai tantangan HAM. Indonesia, sebagai 
negara dengan populasi besar dan keragaman yang kaya, memiliki 
peran penting dalam menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan dan 
keadilan di forum-forum internasional. Dengan demikian, 
menegakkan prinsip-prinsip Pancasila tidak hanya memperkuat 
posisi Indonesia di kancah global, tetapi juga berkontribusi nyata 
dalam menciptakan dunia yang lebih damai, adil, dan sejahtera. 
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10.  Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dapat 
memperkuat perlindungan HAM di Indonesia? 

A. Dengan memberikan kekuasaan absolut kepada pemerintah 
B. Dengan menekan kebebasan media 
C. Dengan mendorong partisipasi aktif warga negara dalam 

pengawasan pemerintah 
D. Dengan mengurangi transparansi dalam pengambilan 

keputusan 
Pembahasan: Jawaban C. Implementasi nilai-nilai Pancasila dapat 
memperkuat perlindungan HAM di Indonesia dengan mendorong 
partisipasi aktif warga negara dalam pengawasan pemerintah. 
Partisipasi aktif warga negara adalah salah satu ciri penting dari 
demokrasi yang sehat, di mana rakyat memiliki peran dalam 
mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan 
pemerintah. Prinsip ini sejalan dengan sila keempat Pancasila, 
“Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan,” yang menggarisbawahi pentingnya 
partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan 
partisipasi aktif, warga negara dapat memastikan bahwa kebijakan 
pemerintah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi 
manusia. Partisipasi ini dapat berupa keterlibatan dalam pemilu, 
forum-forum diskusi publik, petisi, dan mekanisme pengaduan 
lainnya. Partisipasi yang aktif dan kritis juga berfungsi sebagai 
mekanisme kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan 
pelanggaran HAM. Oleh karena itu, mendorong partisipasi warga 
negara dalam pengawasan pemerintah merupakan salah satu cara 
efektif untuk memastikan bahwa hak asasi manusia terlindungi dan 
nilai-nilai Pancasila benar-benar diterapkan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 
 

H Pancasila dan Tantangan Radikalisme dan 
Terorisme 



 

61 

 

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia 
memiliki peran penting dalam menangkal radikalisme dan 
terorisme. Nilai-nilai luhur Pancasila seperti Ketuhanan, 
Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial menjadi 
benteng kokoh untuk melawan ideologi radikal yang bertentangan 
dengan nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan bangsa. Tantangan 
Radikalisme dan Terorisme di Indonesia, diantaranya: 
1. Penyebaran Ideologi Radikal: Penyebaran ideologi radikal 

melalui internet, media sosial, dan jaringan tersembunyi. 
2. Rekrutmen Calon Teroris: Kelompok radikal merekrut individu 

yang rentan dengan menawarkan solusi atas permasalahan sosial 
dan ekonomi dengan cara kekerasan. 

3. Dampak Negatif Radikalisme dan Terorisme: Merenggut nyawa 
korban jiwa, merusak stabilitas keamanan, dan menghambat 
pembangunan nasional. 

Peran Pancasila dalam Melawan Radikalisme dan Terorisme, 
diantaranya: 
1. Landasan Moral dan Ideologis: Pancasila menjadi landasan moral 

dan ideologis untuk melawan ideologi radikal yang bertentangan 
dengan nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan bangsa. 

2. Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila: Penanaman nilai-nilai 
Pancasila sejak dini melalui pendidikan dan pembinaan karakter 
di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

3. Memperkuat Persatuan dan Kesatuan: Memperkuat persatuan 
dan kesatuan bangsa dengan menjunjung tinggi toleransi, saling 
menghormati antarumat beragama, dan menyelesaikan konflik 
secara damai. 

4. Meningkatkan Kesadaran Nasional: Meningkatkan kesadaran 
masyarakat tentang bahaya radikalisme dan terorisme, serta 
mendorong partisipasi aktif dalam upaya penanggulangannya. 

Upaya Memperkuat Pancasila dalam Melawan Radikalisme 
dan Terorisme, diantaranya: 
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1. Pendidikan Pancasila: Memperkuat pendidikan Pancasila di 
sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. 

2. Dialog dan Sosialisasi: Melakukan dialog dan sosialisasi tentang 
bahaya radikalisme dan terorisme kepada masyarakat. 

3. Pemanfaatan Teknologi: Memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila dan 
melawan narasi radikal di internet. 

4. Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang tegas terhadap 
pelaku radikalisme dan terorisme. 

5. Kerjasama Antar Lembaga: Meningkatkan kerjasama antar 
lembaga pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam 
upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme. 

Evaluasi 

1.  Bagaimana sila pertama Pancasila, “Ketuhanan yang Maha 
Esa,” membantu melawan radikalisme dan terorisme? 
A. Dengan mengajarkan satu agama dominan 
B. Dengan mengajarkan toleransi beragama dan menghormati 

perbedaan 
C. Dengan mewajibkan satu cara ibadah 
D. Dengan melarang kebebasan beragama 

Pembahasan: Jawaban B. Sila pertama Pancasila, “Ketuhanan yang 
Maha Esa,” mengajarkan pentingnya menghormati kebebasan 
beragama dan kepercayaan setiap individu. Prinsip ini menekankan 
bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menganut agama dan 
kepercayaan sesuai dengan keyakinannya masing-masing tanpa 
adanya diskriminasi atau paksaan. Dengan demikian, sila ini 
mendorong terciptanya toleransi dan keharmonisan antar umat 
beragama di Indonesia. Radikalisme dan terorisme seringkali 
muncul dari pemahaman sempit dan fanatisme terhadap suatu 
agama atau ideologi tertentu yang menganggap pihak lain sebagai 
musuh. Dengan mengajarkan toleransi beragama dan penghormatan 
terhadap perbedaan, sila pertama Pancasila berperan penting dalam 
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mencegah berkembangnya radikalisme dan terorisme. Masyarakat 
yang memahami dan menghayati nilai-nilai toleransi akan lebih sulit 
dipengaruhi oleh ajaran-ajaran radikal yang mengarah pada 
kekerasan dan terorisme. Oleh karena itu, sila pertama Pancasila 
menjadi landasan moral yang kuat untuk melawan segala bentuk 
radikalisme dan terorisme yang mengancam persatuan dan kesatuan 
bangsa. 

2.  Apa peran sila ketiga Pancasila, “Persatuan Indonesia,” dalam 
menghadapi tantangan radikalisme dan terorisme? 
A. Dengan memaksakan keseragaman budaya 
B. Dengan mendorong perpecahan kelompok 
C. Dengan memperkuat semangat kebangsaan dan persatuan 
D. Dengan mengabaikan kepentingan daerah 

Pembahasan: Jawaban C. Sila ketiga Pancasila, “Persatuan 
Indonesia,” menekankan pentingnya menjaga persatuan dan 
kesatuan di tengah keragaman budaya, suku, dan agama di 
Indonesia. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap warga negara 
Indonesia, meskipun berbeda latar belakang, harus bersatu padu 
dalam semangat kebangsaan untuk menjaga keutuhan dan 
kedaulatan negara. Dengan memperkuat semangat kebangsaan dan 
persatuan, sila ini berperan penting dalam menghadapi ancaman 
radikalisme dan terorisme. Radikalisme dan terorisme seringkali 
berusaha memecah belah masyarakat dengan memanfaatkan 
perbedaan-perbedaan yang ada. Ideologi radikal cenderung 
mengisolasi kelompok-kelompok tertentu dan menciptakan 
ketegangan serta konflik antar kelompok. Dengan memperkuat 
semangat kebangsaan dan persatuan, masyarakat Indonesia akan 
lebih kuat dalam menghadapi upaya-upaya pemecah belah tersebut. 
Persatuan yang kokoh akan menjadi benteng yang sulit ditembus 
oleh ideologi radikal yang mengancam keamanan dan stabilitas 
negara. Oleh karena itu, sila ketiga Pancasila menjadi fondasi 
penting dalam melawan radikalisme dan terorisme di Indonesia. 
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3.  Bagaimana pendidikan Pancasila dapat membantu mencegah 
penyebaran radikalisme dan terorisme di kalangan generasi 
muda? 
A. Dengan mempromosikan sikap intoleransi 
B. Dengan mengajarkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan 

persatuan 
C. Dengan membatasi kebebasan berpikir 
D. Dengan mengabaikan isu-isu kebangsaan 

Pembahasan: Jawaban B. Pendidikan Pancasila memainkan peran 
penting dalam mencegah penyebaran radikalisme dan terorisme di 
kalangan generasi muda dengan mengajarkan nilai-nilai toleransi, 
keadilan, dan persatuan. Melalui pendidikan Pancasila, siswa 
diajarkan untuk memahami dan menghargai perbedaan serta 
pentingnya hidup berdampingan secara damai. Pendidikan yang 
menekankan nilai-nilai Pancasila membantu membentuk karakter 
generasi muda yang lebih toleran, inklusif, dan menghargai hak asasi 
manusia. Selain itu, pendidikan Pancasila juga menekankan 
pentingnya keadilan dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. 
Siswa diajarkan untuk memahami konsep keadilan sosial dan 
bagaimana menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan 
pemahaman ini, generasi muda akan lebih kritis terhadap ideologi 
radikal yang seringkali memanfaatkan ketidakadilan dan 
ketidakpuasan sosial untuk menyebarkan pengaruhnya. Oleh karena 
itu, pendidikan Pancasila menjadi alat yang efektif dalam 
membangun generasi muda yang kuat dan mampu menangkal 
pengaruh radikalisme dan terorisme. 

4.  Mengapa penting bagi pemerintah Indonesia untuk 
menegakkan hukum yang berdasarkan Pancasila dalam 
melawan radikalisme dan terorisme? 
A. Untuk membatasi kebebasan beragama 
B. Untuk menciptakan ketakutan di masyarakat 
C. Untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan beradab 
D. Untuk mengurangi partisipasi publik dalam politik 
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Pembahasan: Jawaban C. Penting bagi pemerintah Indonesia untuk 
menegakkan hukum yang berdasarkan Pancasila dalam melawan 
radikalisme dan terorisme untuk memastikan penegakan hukum 
yang adil dan beradab. Prinsip “Kemanusiaan yang Adil dan 
Beradab” dalam sila kedua Pancasila menekankan bahwa penegakan 
hukum harus dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia 
dan keadilan. Dalam konteks melawan radikalisme dan terorisme, 
penegakan hukum yang adil dan beradab berarti menangani pelaku 
kejahatan dengan cara yang tidak melanggar hak asasi mereka, 
sambil tetap melindungi hak-hak korban dan masyarakat secara 
keseluruhan. Penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila juga 
memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam 
melawan radikalisme dan terorisme dilakukan secara transparan, 
akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini 
penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat 
penegak hukum dan pemerintah, sehingga masyarakat lebih 
mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan 
radikalisme dan terorisme. Dengan demikian, hukum yang 
berdasarkan Pancasila tidak hanya efektif dalam menindak pelaku 
kejahatan, tetapi juga dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan 
keadilan di Indonesia. 

5. Apa peran media dalam mendukung penerapan nilai-nilai 
Pancasila untuk melawan radikalisme dan terorisme? 
A. Mengabaikan berita tentang radikalisme 
B. Menyebarkan berita palsu untuk menakut-nakuti masyarakat 
C. Mengedukasi masyarakat tentang bahaya radikalisme dan 

pentingnya toleransi 
D. Mendukung tindakan kekerasan sebagai solusi 

Pembahasan: Jawaban C. Media memiliki peran penting dalam 
mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila untuk melawan 
radikalisme dan terorisme dengan mengedukasi masyarakat tentang 
bahaya radikalisme dan pentingnya toleransi. Melalui pemberitaan 
yang objektif dan edukatif, media dapat meningkatkan kesadaran 
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masyarakat tentang ancaman yang ditimbulkan oleh radikalisme dan 
terorisme. Media juga dapat menyebarkan informasi tentang 
pentingnya nilai-nilai Pancasila, seperti toleransi, keadilan, dan 
persatuan, dalam menjaga keharmonisan dan keamanan nasional. 
Selain itu, media juga dapat berperan sebagai platform untuk 
menyebarkan pesan-pesan positif dan mengkampanyekan inisiatif-
inisiatif yang mendukung upaya pencegahan radikalisme dan 
terorisme. Dengan menyediakan ruang untuk diskusi dan dialog 
yang konstruktif, media dapat membantu membangun pemahaman 
yang lebih baik di antara berbagai kelompok masyarakat. Media yang 
bertanggung jawab dan profesional dapat menjadi alat yang efektif 
dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila dan melawan narasi-narasi 
radikal yang berusaha memecah belah bangsa. Dengan demikian, 
media berkontribusi signifikan dalam menjaga keamanan dan 
stabilitas sosial di Indonesia. 

6. Bagaimana sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang Dipimpin 
oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan,” membantu melawan 
radikalisme dan terorisme? 
A. Dengan memberlakukan keputusan secara otoriter 
B. Dengan menekankan musyawarah dan mufakat dalam 

mengambil keputusan 
C. Dengan membatasi partisipasi warga negara 
D. Dengan mengutamakan keputusan sepihak 

Pembahasan: Jawaban B. Sila keempat Pancasila menekankan 
pentingnya musyawarah dan mufakat dalam pengambilan 
keputusan. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap keputusan yang 
diambil harus melibatkan seluruh elemen masyarakat secara 
demokratis, melalui proses diskusi yang bijaksana dan penuh 
pertimbangan. Dalam konteks melawan radikalisme dan terorisme, 
pendekatan ini sangat penting karena dapat mencegah munculnya 
rasa ketidakadilan atau ketidakpuasan yang seringkali menjadi 
pemicu radikalisasi. Musyawarah dan mufakat memastikan bahwa 
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setiap suara didengar dan dihargai, sehingga tercipta keputusan yang 
adil dan diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, potensi 
konflik dan kekerasan dapat diminimalisir. Pendekatan yang inklusif 
ini juga memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara 
masyarakat, yang menjadi benteng kuat terhadap upaya radikalisasi. 
Oleh karena itu, sila keempat Pancasila menjadi salah satu alat 
penting dalam mencegah dan melawan radikalisme serta terorisme. 

7. Apa dampak dari penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap 
upaya deradikalisasi di Indonesia? 
A. Menambah jumlah kelompok radikal 
B. Mengurangi ketegangan sosial 
C. Memperkuat pandangan ekstremis 
D. Mengabaikan pendidikan karakter 

Pembahasan: Jawaban B. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam 
upaya deradikalisasi memiliki dampak yang signifikan dalam 
mengurangi ketegangan sosial. Nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, 
keadilan, dan persatuan mendorong terciptanya suasana masyarakat 
yang harmonis dan damai. Dengan mengedepankan dialog dan 
pemahaman antar berbagai kelompok masyarakat, Pancasila 
membantu meredakan konflik dan ketegangan yang seringkali 
dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan pengaruh 
mereka. Selain itu, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berperan 
dalam pendidikan karakter yang membangun kesadaran kritis di 
kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Pendidikan yang 
berbasis Pancasila mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan 
dan hidup berdampingan secara damai. Dengan demikian, 
masyarakat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi propaganda 
radikal dan lebih mampu untuk menolak ideologi kekerasan. Oleh 
karena itu, Pancasila menjadi fondasi yang kuat dalam upaya 
deradikalisasi dan pencegahan radikalisme di Indonesia. 
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8.  Bagaimana Pancasila membantu membentuk kebijakan anti-
terorisme yang efektif di Indonesia? 
A. Dengan memperketat pengawasan tanpa batas 
B. Dengan menghormati hak asasi manusia dalam proses 

penegakan hukum 
C. Dengan menekankan kekerasan sebagai solusi utama 
D. Dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi 

Pembahasan: Jawaban B. Pancasila membantu membentuk 
kebijakan anti-terorisme yang efektif di Indonesia dengan 
menghormati hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. 
Prinsip-prinsip Pancasila menekankan pentingnya kemanusiaan 
yang adil dan beradab, yang berarti setiap tindakan penegakan 
hukum harus dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hak asasi 
manusia. Dalam konteks kebijakan anti-terorisme, ini berarti bahwa 
tindakan pencegahan, penangkapan, dan penahanan terhadap 
terduga teroris harus dilakukan sesuai dengan hukum dan standar 
HAM internasional. Kebijakan anti-terorisme yang menghormati 
HAM juga membantu membangun kepercayaan masyarakat 
terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum. Ketika masyarakat 
melihat bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan 
transparan, mereka lebih cenderung untuk mendukung upaya 
pemerintah dalam melawan terorisme. Hal ini juga mencegah 
penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM yang dapat 
memicu ketidakpuasan dan radikalisasi lebih lanjut. Oleh karena itu, 
Pancasila memberikan landasan moral dan legal yang kuat untuk 
membentuk kebijakan anti-terorisme yang efektif dan berkeadilan. 

9.  Mengapa kerjasama internasional penting dalam upaya 
Indonesia melawan radikalisme dan terorisme berdasarkan 
nilai-nilai Pancasila? 
A. Untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara adidaya 
B. Untuk mendapatkan bantuan militer asing 
C. Untuk berbagi informasi dan strategi penanggulangan 

radikalisme dan terorisme 
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D. Untuk mengurangi kedaulatan nasional 
Pembahasan: Jawaban C. Kerjasama internasional penting dalam 
upaya Indonesia melawan radikalisme dan terorisme berdasarkan 
nilai-nilai Pancasila karena memungkinkan berbagi informasi dan 
strategi penanggulangan radikalisme dan terorisme. Pancasila, yang 
menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan dan persahabatan 
antar bangsa, mendukung kerjasama global dalam menghadapi 
ancaman bersama seperti terorisme. Radikalisme dan terorisme 
adalah masalah transnasional yang memerlukan kerjasama lintas 
negara untuk ditangani secara efektif. Dengan kerjasama 
internasional, Indonesia dapat bertukar informasi intelijen, strategi 
pencegahan, dan praktik terbaik dengan negara lain yang juga 
menghadapi ancaman serupa. Ini tidak hanya meningkatkan 
kapasitas Indonesia dalam menangani radikalisme dan terorisme, 
tetapi juga membantu membangun jaringan global yang solid dalam 
melawan ancaman ini. Selain itu, kerjasama internasional juga dapat 
melibatkan pelatihan bersama, bantuan teknis, dan dukungan 
logistik yang semuanya berkontribusi pada upaya yang lebih efektif 
dalam menjaga keamanan nasional dan global. Dengan demikian, 
kerjasama internasional yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila 
menjadi elemen kunci dalam upaya melawan radikalisme dan 
terorisme di Indonesia. 

10.  Apa peran masyarakat sipil dalam mendukung penerapan 
Pancasila untuk melawan radikalisme dan terorisme? 
A. Mengabaikan isu radikalisme dan terorisme 
B. Aktif dalam kampanye kesadaran dan pendidikan tentang 

Pancasila 
C. Membatasi kebebasan berpendapat 
D. Mendukung kelompok radikal 

Pembahasan: Jawaban B. Masyarakat sipil memiliki peran penting 
dalam mendukung penerapan Pancasila untuk melawan radikalisme 
dan terorisme dengan aktif dalam kampanye kesadaran dan 
pendidikan tentang Pancasila. Organisasi masyarakat sipil, lembaga 
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swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal dapat berkontribusi 
dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai program 
dan kegiatan edukatif. Melalui kampanye kesadaran, masyarakat 
dapat lebih memahami pentingnya Pancasila sebagai dasar negara 
dan pedoman hidup bermasyarakat. Selain itu, pendidikan tentang 
Pancasila yang dilakukan oleh masyarakat sipil dapat menjangkau 
berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang 
rentan terhadap radikalisasi. Program-program pendidikan yang 
inklusif dan partisipatif dapat membantu membangun pemahaman 
yang lebih dalam tentang nilai-nilai Pancasila, seperti toleransi, 
keadilan, dan persatuan. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan 
masyarakat terhadap pengaruh radikal, tetapi juga menciptakan 
lingkungan yang kondusif untuk dialog dan perdamaian. Dengan 
demikian, peran aktif masyarakat sipil menjadi kunci dalam upaya 
melawan radikalisme dan terorisme melalui penerapan nilai-nilai 
Pancasila. 
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